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حدثنا عبد اهلل, حدثين أيب, حدثنا حممد بن سابق حدثنا عسي بن 
دينار, حدثين أيب: أنه مسع عمرو بن احلارث يقول: مسعت عبد اهلل بن 
صمت مع النيب صلى اهلل عليه وسلم تسعة وعشرين  مسعود يقول: ما
 1معه ثالثني.أكثر مما صمت 
Abdullah Telah memberitakan kepada kita, Ayahku telah memberitakan 
kepadaku, Muhammad bin Sabiq telah memberitakan kepada kita, `Isa bin Dinar 
telah memberitakan kepada kita, Ayahku telah memberitakan kepadaku: 
Sesungguhnya ia telah mendengar Amru bin Haris yang mengatakan: Saya telah 
mendengar Abdullah bin Mas‟ud mengatakan: Aku tidak berpuasa bersama Nabi 
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Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama 
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 
0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut rinciannya: 
I. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif - Tidak Dilambangkan ا
 - Bā‟ Bb ب
 - Tā‟ Tt ت
 Ṡā‟ Ṡṡ ث
s dengan satu titik di 
atas 
 - Jīm Jj ج
 ḥā‟ Ḥḥ ح
h dengan satu titik di 
bawah 
 - khā‟ Khkh خ
 - Dāl Dd د
 Żāl Żż ذ
z dengan satu titik di 
atas 
 - rā‟ Rr ر
 - Zāl Zz ز
 - Sīn Ss س
 - Syīn Sysy ش
 Ṣād Ṣṣ ص




 Ḍād Ḍḍ ض
d dengan satu titik di 
bawah 
 Ṭā‟ Ṭṭ ط
t dengan satu titik di 
bawah 
 Ẓā‟ Ẓẓ ظ
z dengan satu titik di 
bawah 
 ain „ Koma terbalik„ ع
 - Gain Gg غ
 - Fā‟ Ff ف
 - Qāf Qq ق
 - Kāf Kk ك
 - Lām Ll ل
 - Mīm Mm م
 - Nūn Nn ن
 - hā‟ Hh ه





lambang ini tidak 
dipergunakan untuk 
hamzah di awal kata 
 - Yā‟ Yy ي
 
II. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. Contoh:  




1. Vokal Pendek 
Vokal atau harakat fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan ḍammah 
ditulis u. Contoh:   يَْدِرب ditulis yaḍribu,  َِءل  .ditulis su’ila س 
2. Vokal Panjang 
Vokal panjang (māddah), yang dalam tulisan Arab menggunakan 
harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya : ā, ī, 
ū. Contoh: 
 ditulis qāla قالَ   
 ditulis qīla قيمَ 
 ditulis yaqūlu يَق ول  
3. Vokal Rangkap 
1. Fathah + yā‟ mati ditulis ai (أي). 
Contoh:  ََكْيف ditulis kaifa 
2. Fathah + wāwu mati ditulis au (أو) 






IV. Tā’ marbūṭah (ة) di akhir kata 
1. Tā’ marbūṭah (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis h, kecuali kata Arab 
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti Ṣalat, zakat, tobat, 
dan sebagainya. 
Contoh: طَْهَحة  ditulis ṭalḥah 
 ditulis at-taubah انتَّْوبَة
 ditulis Fāṭimah فَاِطَمة
2. Tā’ marbūṭah yang diikuti kata sandang al (ة ال), jika dibaca terpisah atau 
dimatikan, ditulis h. 
Contoh:  dibaca rauḍah al-aṭfāl  َرْوَضة    األَْطفَال 
Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis t. 
Contoh: َرْوَضة   األَْطفَال dibaca rauḍatul aṭfāl. 
V. Kata Sandang Alif + Lam (أل) 
1. Kata sandang (ال) diikuti huruf syamsiyah ditulis sesuai dengan bunyinya 
(sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-). 
Contoh:      أنَرِحيم ditulis ar-raḥīmu 
 ditulis as-sayyidu انَسيِّد  
 ditulis asy-syamsu انشَّْمس  
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2. Kata sandang (ال) diikuti huruf qamariyah ditulis al- dan dipisahkan tanda 
(-) dengan huruf berikutnya. 
Contoh:    انَمهك ditulis al-maliku 
ونَ   ditulis al-kāfirūn انَكافِر 
 ditulis al-qalamu انقَهَم  
VI.  Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, 
atau 
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut 
bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut. 













Umat Islam di Indonesia dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan 
Zulhijah memiliki beraneka ragam cara. Secara garis besar ada dua macam cara 
menentukan awal bulan yaitu rukyah bi al-fi’li (observasi) dan rukyah bi al-ilmī 
(astronomi). Muhammadiyah sebagai Ormas yang memiliki massa yang banyak 
memiliki penetapan dalam bentuk maklumat. Pemerintah sebagai pemilik otoritas 
yang sah menetapkan awal bulan Kamariah yang diselenggarakan Kemenag RI. 
Namun dalam realitasnya telah terjadi beberapa perbedaan dalam mengawali awal 
hijriyah. Perbedaan yang terjadi antara Muhammadiyah terhadap Sidang Iṡbat 
tentu mempunyai alasan. Dan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal 
tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Respon PP 
Muhammadiyah Terhadap Sidang Iṡbat Kementerian Agama RI (Studi 
Komparatif Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zulhijah dari 1997 – 2018 M)”.  
Rumusan masalah penelitian ini antara lain: 1). Bagaimana Pandangan 
Muhammadiyah terhadap Sidang Iṡbat pemerintah mulai tahun 1997-2018 M?. 2). 
Bagaimana analisis perbedaan penetapan Muhammadiyah dan Pemerintah tahun 
1997-2018 M?. Tujuan penelitian ini meliputi: 1) Mengetahui respon 
Muhammadiyah terhadap Sidang Iṡbat. 2) mengetahui perbedaan penetapan 
antara Muhammadiyah dan Pemerintah.  
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan 
kualitatif. Adapun analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
komparatif. Data primer yang digunakan berupa keputusan, buku, literatur yang 
memuat hasil Sidang Iṡbat Pemerintah dan Penetapan Muhammadiyah. Sementara 
itu, data sekunder berupa literatur yang memuat tentang metode, penetapan, data 
Muhammadiyah dan Pemerintah. 
Hasil penelitian ini meliputi: 1) Pandangan Muhammadiyah terhadap sidang 
iṡbat adalah pelaksanaan Sidang Iṡbat harusnya mengayomi, mengakomodir 
pendapat apabila terdapat perbedaan. Alasan Muhammadiyah tidak menghadiri 
Sidang Iṡbat apabila dalam pelaksanaanya ada peserta sidang yang kurang 
menghargai pendapat yang berbeda dengan pemerintah seperti melakukan 
tudingan dan menyatakan bahwa penyebab perbedaan adalah Muhammadiyah 
yang menggunakan konsep wujūd al-hilāl. Selain itu juga Kriteria Imkan ar-
rukyat belum bisa diterima oleh Muhammadiyah karena kriteria tersebut belum 
merupakan kriteria yang final. 2) Dari hasil Sidang Iṡbat dan maklumat 
Muhammadiyah menunjukan terjadi perbedaan penetapan sebanyak 13 kali. 
Faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut berupa perbedaan kriteria, 
pemberlakuan matla’, keyakinan, konsep penyatuan, nuansa politis. Sedangkan 
faktor yang menyebabkan persamaan tersebut berupa keberhasilan rukyat dan 
hilal masih dibawah ufuk. 
 






 بسم هللا انرحمه انرحيم
Puji Syukur senantiasa penulis haturkan kehadirat Allah Azza wa jalla, atas 
segala limpahan rahmat, petunjuk, dan pertolongan-Nya. Sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Ṣalawāt serta salam senantiasa tetap tercurahkan 
kepada sayyidina Nabi agung Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya. 
Semoga nantinya kita mendapatkan syafa’at-nya di akhirat nanti. Āmīn 
Permasalahan awal bulan Kamariah memang sangat krusial mengingat ada 
beberapa bulan yang dijadikan tanda waktu beribadah seperti Ramadan, Syawal, 
Zulhijah. Permasalahan yang ada pada waktu ibadah yakni terletak pada 
perbedaan pemahaman atau metode yang digunakan. Sampai saat ini penetapan 
awal bulan belum bisa satu kesepakatan. Maka dari itu penulis tertarik untuk 
mengkaji tentang perbedaan dalam mengawali awal bulan Kamariah. 
Perbedaan ini sebenarnya telah terjadi sejak 5 abad Hijriah. Sedangkan di 
Indonesia perbedaan ada sejak adanya ormas Islam. Pemerintah melalui 
Kemenetrian Agama sebagai pemilik otoritas tertinggi berusaha memberikan 
kepastian kepada warganya untuk menentukan hari libur yang ada kaitannya 
dengan hari raya dengan mengadakan Sidang Iṡbat. Namun, keputusan 
pemerintah belum bisa diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Salah satu 
lembaga atau ormas tersebut yakni Muhammadiyah 
Oleh karena itu penulis kajian tentang respon ormas tersebut antara lain 
mengetahui alasan-alasan, faktor yang melatar belakangi adanya perbedaan 
tersebut. Mengingat Muhammadiyah sebenarnya juga tidak serta merta menolak 
keputusan pemerintah. Dalam lintasan sejarahnya sebenarnya Muhammadiyah 
pernah linier dengan keputusan pemerintah. maka dari itu penulis mengambil 
tema karya tulis ilmiah atau tepatnya skripsi yang berjudul “Respon PP 
Muhammadiyah Terhadap Sidang Iṡbat Kementerian Agama RI (Studi Komparatif 
Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zulhijah dari 1997 – 2018 M)”  
Karya ini merupakan amanah yang diemban dari berbagai pihak kepada 
penulis untuk menempuh pendidikan program strata satu di lingkungan Ilmu 
Falak, fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari 
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bahwa karya ini dapat terselesaikan karena terdapat peran, restu, semangat, doa 
dari berbagai pihak. 
Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik 
yang membantu secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada 
Rektor UIN Walisongo Semarang dan para jajaran pegawai yang telah 
memberikan fasilitas berupa referensi yang terdapat di perpustakaan, area wifi 
sehingga memudahkan penulis dalam menulis skripsi. Kemudian Dekan Fakultas 
Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, wakil dekan, Kaprodi Ilmu Falak 
dan semua dosen di lingkungan UIN Walisongo Semrang yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk belajar di kampus 3 ini. 
Kepada Wali dosen Ahmad Syifaul Anam, S.H.I, M.H terima kasih atas 
pengarahan selama perwalian. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Rupi`i Amri, M.Ag., 
selaku pembimbing I dan Bapak Supangat, M.Ag., selaku pembimbing II yang 
turut menyumbangkan ide, gagasan, saran untuk penyempurnaan skripsi ini sejak 
draft proposal hingga pada akhirnya dapat terselesaikan 
Terkhusus kepada Bapak Drs. Oman Fathurrahman SW., M.Ag, Rahmadi 
Wibowo S, Lc., Amirudin, S.Ag., Rama (Staff Majelis Tarjih), yang telah 
mengijinkan penulis melakukan riset di lingkungan PP Muhammadiyah dan 
menjadi narasumber penulis. Dan kepada Bapak H. Ismail Fahmi, S. Ag selaku 
Kepala Seksi Hisab Rukyat di Kementrian Agama RI yang telah meluangkan 
waktunya untuk mengarahkan dan memberikan jejak pendapat dalam penulisan 
skripsi. 
Ungkapan terima kasih lebih dalam kepada Bapak dan Ibu guru yang telah 
memberikan bekal ilmu baik secara formal maupun non formal sehingga penulis 
dapat memahami dalam cakupan yang luas. Khususnya kepada Keluarga besar PP 
Raudlotul Huffadz al-Malikiyyah pengasuh K.H. A. Khozin Muslih A.H, dan PP 
Daarun Najaah K.H. Sirodj Chudlori (alm), Gus M. Thoriqul Huda S.H.I, Dr. K.H 
Ahmad Izzuddin, M. Ag., atas segala ilmu yang diberikan selama menempuh 
pendidikan hingga sekarang ini 
Ucapan terima kasih kepada Keluarga Alumni PP Raudlotul Huffadz al-
Malikiyyah (Uswandi DT A.H “Pemalang” Bahrul Ulum A.H “Comal” Soleh 
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S.Ag., A.H “Rembun”, Iqbal A.H “Sragi”, Mahmud A.H “Batang”, Munawir., 
A.H “Batang”, Murtaqi A.H “Wiradesa”, Ali Imron A.H “Kendal”, Sahidin A.H 
“Kendal” Afza A.H “Pekalongan”, Fikri S.Ag., A.H “Pekalongan”., Labib S.E., 
A.H “Batang” Roqib A.H “Pekalongan, Aziz A.H “Bekasi” Amin S.Pd., A.H, 
“Tegal”, Dilah A.H “Tegal”, Fadli A.H “Tegal”, Durrahim A.H “Blora” dan 
teman-teman lain yang selalu penulis kenang akan perjuangan dan ilmunya 
Tak lupa kepada jajaran teman-teman alumni MAS SK lulusan tahun 15, 
teman-teman dan pengurus Ikmal el-Simbany periode 2016 - 2017 M, dan 2017 - 
2018 M atas “sesrawungannya” dalam segala hal sehingga bisa istiqomah 
mengamalkan tradisi yang di galakkan oleh Masyayikh Simbang Kulon 
Terima kasih kepada jajaran keluarga besar dan kepengurusan UKM 
Jam`iyyatul Qurra` wal Huffadz (JQH) el-Fasya el-Febi‟s Khususnya Pengurus 
Periode 2017-2018 dan juga teman-teman dan pengurus divisi Tahfidz yang selalu 
mengiringi suka duka dalam menjalankan roda kepengurusan 
Teman-teman Ilmu Falak angkatan 15 khususnya kelas IFB (Erphina 
“Bandung”, Yaqin “Pasuruan”, Nu‟man “Gresik”, Taid S.H ”Kudus”, Rexy 
“Jambi”, Arif “Bojonegoro”, Nunik “Tanggerang”, Alfia “Pasuruan”, Lina S.H 
“Bogor”, Arrman “Bekasi”, Aidah “Kediri”, Salma “Jepara”, Indah “Aceh”, Eva 
S.H “Jepara”, Wali “Garut”, Rois “Kudus”, Miun “Kediri”, Ida “Batang”, 
Muhibbin “Pekalongan”, Alif “Batang”, Mila “Kendal”, Didin “Kudus”, Azka 
“Rembang”, Dimas S.H “Bandung”, Yoyoi S.H “Kudus”, Fitri “Pati”, Ojan S.H 
“Lampung”, Irfan “Jepara”) terima kasih peran dan perjuangan kalian tidak akan 
penulis lupakan. 
Teman-teman se penjara suci Jabal Tsur (Wafa, Muttamakin, Said, Isqi, 
Fajar, Alim, Ujang, Zuhdi, Adib, Obi-chan, Hasan-art S.E, Bayu, Haiz, Rofiq). 
Tak luput juga teman-teman kamar Ar-Rahmah (Ust. Zuhri, Ust. Farichin, Ust. 
Syamsul, Ust. Abdullah, Ust. Zaki, Ust. Izzul, Ust. Sasongko, Ust. Mahmud, Ust. 
Harir, Ust. Ali, Ust. Fuad, Ust Ruby, Ust. Edy, Ust. Farhan, Ust. Ulul, Ust. 
Thohir). terima kasih atas semua pembelajaran dalam arti kehidupan 
Sesepuh, Masyayikh, Teman-teman desa Wonorejo dan khususnya Teman-
teman Posko 94 (Mia S.Pd, Lely, Urfi, Alfi, Fina, Mail, Dewi, Ida, Winda, Jum, 
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Mustofa, Fahri) yang mengajarkan ikatan keluarga tanpa KK. Dan Terakhir 
kepada Teman-teman lain yang belum bisa penulis sebutkan satu-persatu disini 
atas segala ilmu sosial yang telah diberikan. 
Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap kehadiran karya 
tulis ilmiah berbentuk skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi proses 
integrasi hisab dan rukyat dalam rangka menyatukan umat beribadah khususnya 
puasa dan dua hari raya. Semoga karya ini dapat diterima semua pihak baik 
kalangan akademisi maupun kalangan umum. Penulis selalu berusaha agar 
mendapatkan hasil yang maksimal dalam menyusun skripsi ini. Namun, isi skripsi 
ini pasti masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dari pembaca yang 
budiman Insya Allah akan penulis pertimbangkan untuk perbaikan dan rujukan 










Semarang, 10 September 2019 M 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Persoalan penetapan awal bulan khususnya awal Ramadan Syawal dan 
Zulhijah merupakan persoalan yang krusial karena menyangkut masalah ibadah. 
Penetapan awal bulan Kamariah ini telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw 
yang tercantum dalam hadis-hadis muktabar. Sampai saat ini dalam menempuh 
penetapan awal bulan yakni menggunakan rukyat dan hisab. Metode rukyat dan 
hisab menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan penetapan dalam mengawali 
puasa maupun dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha). Kedua metode inilah yang 
selalu menjadi topik pembicaraan setiap tahunnya. 
Rasulullah memerintahkan untuk memulai puasa Ramadhan dan 
mengakhirinya (hari raya) dengan melihat hilāl di akhir bulan Sya‟ban. Seperti 
yang termaktub dalam hadis berikut: 
 مر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل لمة عن مالك عن نافع عن عبد اهلل بن عحّدثنا عبد اهلل بن مس
لى اهلل عليو وسلم ذكر رمضان ال تصوموا حّّت تروا اهلالل وال تفطروا حّت تروه فان غّم عليكم ص
 1(البخاريرواه  (فاقدروا لو
“Telah memberitakan Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Nafi‟, dari 
Abdillah bin Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw menyebutkan bulan 
Ramadan: Janganlah kamu berpuasa hingga melihat hilal, dan jangan pula kamu 
berbuka sehingga kamu melihat hilal. Apabila awan menutupi pandanganmu 
maka estimasikanlah (perkirakan)” 
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 Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, Shohih Bukhori, (Beirut: Daar al-Kitab 




Penentuan awal bulan pada zaman Rasulullah menggunakan metode rukyat 
al-hilāl seperti yang termaktub dalam hadis di atas. Waktu itu untuk mengawali 
puasa Ramadan, ada beberapa sahabat yang memperselisihkan permulaan puasa. 
Dikabarkan bahwa kakeknya Qais bin Thalq (Ibnu Umar) bertanya kepada 
Rasulullah Saw tentang hari yang perselisihkan itu yaitu sebagian mengatakan 
termasuk bulan Sya‟ban dan yang lainnya mengatakan termasuk bulan Ramadan. 
Maka Rasulullah menanggapinya dengan hadis yang mengisyaratkan untuk rukyat 




Pada masa Rasulullah penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah 
selalu menggunakan metode rukyat al-hilāl. Di zaman itu penggunaan rukyat 
tidak menimbulkan masalah karena umat Islam baru ada di kawasan Jazirah Arab 
saja, sehingga apabila hilāl terlihat atau tidak terlihat di situ tidak timbul masalah 
bagi kawasan lain karena di kawasan lain belum tentu ada umat Islam. Setelah 
kaum Muslimin menyebar ke kawasan yang lebih luas barulah rukyat membawa 
masalah karena rukyat terbatas kaverannya di atas muka bumi.
3
 Juga faktor 
geografis seperti iklim cuaca polusi sangat mempengaruhi rukyat. 
Hadis diatas dapat dipahami bahwa Puasa dan Berbuka (hari raya) dengan 
melihat hilāl. Apabila keadaan tidak memungkinkan seperti mendung dan 
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 As-Syarif Ibrahim, Al-Bayan wa At-Ta’rif fi Asbab Wurud Al-Hadis As-Syariif, juz 1, 
(Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah, 1982) hlm. 156-157 
3
 Syamsul Anwar, dkk, Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal 
Ramadlan, Syawwal dan Dzulhijjah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012) hlm. 1 
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sebagianya maka sempurnakanlah (istikmāl).
4
 Sedangkan pemahaman 
penggunaan hisab muncul karena pemahaman hadis sebagai berikut: 
اهلل عنهما عن الّنيب صلى اهلل عليو وسلم أنّو قال إنّا أّمة أمّية النكتب  ىحّدثنا سعيد بن عمر رض 
 5 والحنسب الشهر ىكذا وىكذا يعىن مرة تسعة وعشرين ومرّة ثالثني. )رواه البخارى ومسلم(
“Telah bercerita Said bin Umar r.a bahwasannya Nabi Saw telah bersabda: 
bahwasannya kami adalah umat yang ummi, tidak dapat menulis dan menghitung 
(hisab) umur bulan sekian dan sekian maksudnya adalah terkadang 29 hari dan 
terkadang 30 hari” 
 
Cara memahami hadis di atas adalah dengan menggunakan wajh al-istidlal-
nya yaitu pada al-Quran surat Yunus ayat 5 dan dan Ar Rahman ayat 5: 
رَُه َمَنازَِل لِتَ ْعَلُموا َعَدَد السِِّننَي َواْلَِْساَب مَ  ا َخَلَق اللَّوُ ُىَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّ
 ۵ يَ ْعَلُمونَ  َذِلَك ِإال بِاْلَْقِّ يُ َفصُِّل اآليَاِت ِلَقْوم  
Artinya: Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan 
Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan 
tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan 
dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang 




 ۵ الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِِبُْسَبان  
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 Istikmal yaitu Penyempurnaan bilangan hijriyah menjadi tiga puluh hari (khususnya 
Sya‟ban, Ramadlan dan Zulqa`dah) hal ini sesuai hadis berpuasalah kamu ... dst. Lihat di buku 
Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 80 
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Husein Muslim bin Hajjaj, Shohih Muslim, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, tth) hlm. 761  
6
 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), jilid 4, 
(Jakarta: Widya Cahaya, 2015) hlm. 257 
7
 Kementrian Agama RI, Al-Quran ..., jilid 9, hlm. 590 
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Ayat di atas setidaknya memberikan dua penegasan. Penegasan pertama 
bahwa benda-benda langit beredar pada orbitnya dengan hukum-hukum yang 
pasti sesuai ketentuan-Nya. Oleh karena itu peredaran benda-benda langit dapat di 
hisab. Penegasan kedua bahwa keteraturan pergerakan benda-benda langit untuk 
dipelajari dan digunakan untuk mendekatkan diri kepada sang Pencipta. Kegunaan 
praktis bagi manusia untuk menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu 




Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pada masa Rasulullah Saw tidak 
menggunakan hisab untuk menetapkan awal bulan, melainkan beliau 
memerintahkan sahabatnya untuk melakukan rukyat. Pada masa itu, keadaan umat 
Islam yang masih ummi, yaitu tidak menguasai baca tulis dan ilmu hisab 
(astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan 
menggnakan hisab seperti isyarat yang dikehendaki dalam al-Quran Surat Yunus 
ayat 5 dan Ar-Rahman ayat 5 di atas. Sedangkan pada masa sekarang 
perkembangan pengetahuan hisab dan astronomi telah pesat, maka sangat 
memungkinkan untuk kembali kepada hisab dalam penentuan awal bulan seperti 
yang termaktub dalam al-Quran.
9
 
Kedua metode di atas merupakan metode penentuan awal bulan Kamariah 
yang disandarkan pada hadis Nabi di atas.
10
 Dalam memahami hadis tersebut 
                                                             
8
 Tim Majlis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, 
(Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2008) hlm. 74-75 
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 Tim Majlis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Pedoman ..., hlm. 76 
10
 Yaitu hadis Bukhari Muslim: “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah 
kamu karena melihat hilal, bila tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan Sya‟ban 
menjadi 30 hari”. Lihat halaman sebelumnya (hlm. 1) 
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terdapat perbedaan interpretasi, ada yang memahami rukyat harus benar-benar 
melihat (aliran rukyat) dan ada yang memahami bahwa “rukyah”
 11
 cukup dengan 




Penetapan awal bulan Kamariah adalah langkah yang ditempuh oleh 
pimpinan atau pemerintah untuk menjembatani perbedaan dua aliran tersebut 
(aliran rukyat dan hisab).
13
 Pemerintah setiap awal bulan Ramadan Syawal, dan 
Zulhijah melaksanakan Sidang Iṡbat setelah menerima laporan dan data dari 
Badan Hisab Rukyat (BHR).
14
 Sidang Iṡbat seringkali menjadi harapan 
masyarakat untuk bersatunya penetapan awal bulan tetapi kenyataannya berbagai 
metode penentuan awal bulan yang sekian banyak menjadi penyebab utama 
perbedaan. Misalnya Muhamadiyah dengan metode hisab yang menyatakan wujūd 
al-hilāl.
15
  NU dengan metode rukyatnya yang menyatakan rukyat al-hilāl sebagai 
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 Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012) hlm. 91 
12
 Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis ..., hlm. 141 
13
 Pimpinan yang dimaksudkan ialah pimpinan organisasi Ormas ataupun pimpinan 
thoriqot. Sedangkan pemerintah yakni penguasa negara yang mempunyai wewenang menetapkan. 
Dalam hal hisab dan rukyat yang mempunyai wewenang adalah Departemen Agama (sekarang 
Kementrian Agama RI) seperti yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No.2/Um.7/Um.9/Um, 
dipertegas dengan Keputusan Presiden No.25/1967, No.148/1968 dan No.10/1971 
14
 Sidang Iṡbat adalah sidang yang dilakukan oleh Kementrian Agama dihadiri oleh 
berbagai ormas Islam guna menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah lihat Susiknan 
Azhari, Ensiklopedi ..., hlm. 81 
15
 Wujūd al-hilāl merupakan kriteria yang dipakai Muhammadiyah dalam menentukan awal 
bulan maupun kalender hijriyah. Kriteria tersebut meliputi; 1) sudah terjadi ijtima‟, 2) ijtima‟ 
terjadi sebelum Matahari terbenam, 3) pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada 
di atas ufuk. Lihat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Pedoman ..., hal. 78 
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penentu masuknya bulan baru.
16
 Sedangkan Pemerintah (Kemenag) menengahi 
antara kedua metode tersebut menggunakan kriteria imkān ar-rukyat MABIMS.
17
 
Di Indonesia, umat Islam terdiri atas beberapa ormas dan masing-masing 
ormas memiliki metode tersendiri dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Salah 
satu ormas tersebut ialah Muhammadiyah sebagai salah satu ormas yang memiliki 
masa yang banyak memiliki penetapan awal bulan melalui Majlis Tarjih dan 
Tajdid yang putusannya dikenal dengan sebutan Maklumat. Metode yang 
digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Kamariah dikenal 
dengan sebutan wujūd al-hilāl. Metode ini telah digunakan oleh Muhammadiyah 
sejak tahun 1938 M / 1357 H. Tetapi pada saat itu belum dituangkan dalam 
keputusan tarjih. Wujūd al-hilāl baru dituangkan saat Keputusan Munas Tarjih ke-
25 tahun 2000 M di Jakarta dan Munas Tarjih ke-26 tahun 2003 M di Padang 
resmi dikukuhkan sebagai metode penentuan awal kamariah hingga saat ini.
18
 
Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Agama dalam menetapkan awal 
bulan Kamariyah khususnya bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah berdasarkan hasil 
Sidang Iṡbat. Persoalannya ialah hasil Sidang Iṡbat yang ditetapkan dan 
diumumkan oleh pemerintah belum sepenuhnya diikuti oleh seluruh umat Islam 
Indonesia. Tidak sedikit umat Islam Indonesia yang lebih menerima keputusan 
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 Rukyat al-hilal adalah mengamati hilal di tempat terbuka setelah matahari terbenam 
menjelang Bulan baru Kamariah lihat Ahmad Musonif, Ilmu Falak, (Yogyakarta: Teras, 2011), 
hlm. 133 
17
 Kriteria Imkan ar-Rukyat (visibilitas hilal) ini merupakan hasil kesepakatan menteri-
menteri agama Brunai, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Kriteria ini mensyaratkan tinggi Bulan 
> 2
o
 , elongasi > 3
o
, atau umur Bulan saat Matahari terbenam > 8 jam setelah ijtima‟. Lihat Ruswa 
Darsono, Penanggalan Islam Tinjauan Sistem Fiqh dan Hisab Penanggalan, (Yogyakarta: 
LABDA Press, 2010), hal. 79 
18
 Rupi‟i Amri, Upaya Penentuan Kalender Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran 
Thomas Djamaluddin), Penelitian Individu Fakultas Syariah, (Semarang: IAIN Walisongo 
Semarang, 2012) hlm. 10 
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Ormas yang diikutinya dibandingkan keputusan pemerintah. Sedangkan tujuan 
awal pembentukan Badan Hisab Rukyat adalah untuk menjaga persatuan dan 




Penetapan Muhammadiyah dan Pemerintah (Sidang Iṡbat) awal bulan selalu 
diwarnai perbedaan awal bulan. Perbedaan lebaran misalnya, yakni pada tahun 
2002, 2006, 2007, 2011. Sedangkan keberadaan Badan Hisab Rukyat bertujuan 
untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 
Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah.
20
 Hipotesa tentang perbedaan tersebut 
kemungkinan memiliki tiga sebab terjadinya perbedaan antara lain: Kekuatan 
hukum hasil putusan Sidang Iṡbat, Metode penentuan dan penetapan awal bulan, 
pemahaman tentang kewenangan menetapkan oleh masing-masing ormas.  
Adanya perbedaan tersebut terbukti ketika terjadi beberapa kali perbedaan 
penetapan awal bulan Kamariah, sikap Muhammadiyah terkadang menerima dan 
terkadang menolak hasil Sidang Iṡbat. Bukti perbedaan tersebut antara lain pada 
penetapan Awal Ramadan 1423 H, Semua Ormas sepakat baik Muhammadiyah, 
Pemerintah dan Nahdlatul Ulama akan melaksanakan puasa pada hari Rabu 6 
November 2002. Sedangkan pada penetapan hari raya Idul Fitri 1423 H, 
Muhammadiyah menetapkan hari raya Idul Fitri sehari lebih awal yakni pada hari 
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 Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010) hlm. 74-75 
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 Siti Tatminul Qulub, “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan 
Qamariyah Di Indonesia, Dalam Perspektif Ushul Fikih”, Jurnal Al-Ahkam ISSN 0854-4603, 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Vol. 25, no. 1, 2015, hlm. 110 
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Kamis, 5 Desember 2002. Pemerintah dan Nahdlotul Ulama baru merayakan hari 
raya Idul Fitri setelahnya yakni pada hari Jum‟at, 6 Desember 2002.
21
  
Selanjutnya di tahun 2011 pertama kalinya Sidang Iṡbat disiarkan di media 
massa yakni penetapan awal Syawal 1432 M, Muhammadiyah mendahului 
pemerintah dan mayoritas peserta Sidang Iṡbat. Muhammadiyah berlebaran lebih 
awal yaitu pada hari Selasa, 30 Agustus 2011. Pemerintah dan mayoritas peserta 
sidang sepakat menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 
2011. Sempat berbagai celaan kritikan terdengar terhadap penetapan 
Muhammadiyah. Seperti pemerintah menolak memberikan dispensasi waktu libur 
Idul Fitri 1432 H bagi warga yang berlebaran mendahului pemerintah.
22
 Hal 
tersebut merupakan sebagian kecil perbedaan dari dinamika penetapan yang ada. 
Selain Ramadan dan Syawal, perbedaan penetapan hari raya Idul Adha juga 
pernah terjadi. Mengutip dari skripsi Andi Maulana perbedaan penetapan hari raya 
Idul Adha terjadi pada tahun 2003, 2010, 2014.
23
 Menurut penelusuran penulis, 
Awal mula munculnya perbedaan yang terjadi di tubuh Muhammadiyah bermula 
pada penetapan 1 Syawal 1418 H (1998 M).
24
 Walaupun jika dilakukan 
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 Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, ..., hal. 145-146 
22
 Muh. Hadi Bashori, Puasa Ramadan& Idul Fitri Ikut Siapa?, Kalimantan Tengah: 
Aurora Press, 2014, hlm. 3 
23
 Idul Adha tahun 2003 Muhammadiyah menetapkan hari raya Idul Adha 1423 H pada 
Rabu, 11 Februari 2003, Sedangkan Pemerintah menetapkan pada Rabu, 12 Februari 2003. 
Selanjutnya pada tahun 2010 Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1431 H pada Selasa 16 
November 2010 M, sedangkan Pemerintah menetapkan pada Rabu 17 November 2010. Pada 
penetapan Idul Adha tahun 2014 Muhammadiyah menetapkan hari raya Idul adha 1435 H jatuh 
pada Sabtu Legi, 4 Oktober 2014, sedangkan pemerintah sehari setelahnya yakni Ahad Pahing, 5 
Oktober 2014 lihat Andi Maulana, “Anomali Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah 
tentang Puasa „Arofah Tahun 2003-2005, Skripsi UIN Walisongo Semarang, Semarang: 2016, 
hlm. 65-69 
24
 Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1418 H pada Kamis, 29 Januari 1998 M 
sedangkan Pemerintah Menetapkan 1 Syawal 1418 H pada Jumat, 30 Januari 1998 M. lihat 
makalah Slamet Hambali, “Fatwa Sidang dan Penyatuan Klender Hijriyah”, kumpulan makalah 
Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteris Hilal 
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penelusuran lebih jauh, sebelum tahun itu dimungkinkan juga terjadi perbedaan. 
Jika dilihat sejarahnya sebelum tahun 1998, sejak BHR didirikan yakni pada tahun 
1972 H sampai akhir tahun 1997 Muhammadiyah dianggap identik dengan 




Pertanyaannya adalah mengapa terjadi keseteruan penolakan dan 
penerimaan penetapan awal bulan oleh Muhammadiyah terhadap Pemerintah 
(Sidang Iṡbat)? Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap hasil Sidang 
Iṡbat penetapan awal Ramadan, Syawal, Zulhijah sejak diberdayakannya BHR 
sampai sekarang ini?
26
 Hal ini perlu adanya kajian khusus mengenai pertanyaan di 
atas. Respon yang terjadi ditubuh Muhammadiyah dalam menerima hasil Sidang 
Iṡbat pastinya bukan tanpa alasan. Banyak faktor yang mempengaruhi sikap 
Muhammadiyah tersebut. 
Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
kajian terhadap penetapan awal bulan Muhammadiyah dan Pemerintah mulai dari 
                                                                                                                                                                      
yang Obyektif Ilmiah, (Semarang: Elsa Press, 2012) hlm. 138-139 lihat juga di buku Ahmad 
Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal 
Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha), (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm.15 
25
 Mengutip pendapatnya Basith Wachid menyatakan “Terima kasih kepada Depag yang 
memberikan penghargaan sepenuhnya kepada hasil perhitungan hisab dari Muhammadiyah 
(Majelis Tarjih) dan memasukannya sebagai konsiderans dalam penentuan awal dan akhir 
Ramadhan serta tidak pernah ada persoalan dengan pemerintah. Bahkan, hasil perhitungan 
Muhammadiyah dapat dikatakan selalu pararel dengan hasil pengumuman Pemerintah” lihat 
selengkapnya di Basith Wachid, dkk., “Hisab untuk menentukan Awal dan Akhir Ramadhan” 
dalam, B. J. Habibie (peng), Rukyat dengan Teknologi (Upaya Mencari Kesamaan Pandangan 
tentang Awal Ramadhan dan Syawal), (Jakarta: Gema Insani, 1994) hlm. 95 lihat juga di Ahmad 
Izzuddin, Fiqh ..., (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm. 87-88 
26
 Seperti yang di jelaskan sebelumnya tujuan dibentuknya BHR adalah untuk menyatukan 
umat, serta dalam penetapan (Sidang Iṡbat) Kemenag memberikan kontribusi hasil observasi 




tahun 1997 sampai 2018.
27
 Dalam kurun waktu sekitar 2 dekade tersebut, 
Muhammadiyah dengan Pemerintah telah terjadi dinamika penetapan awal bulan 
Kamariah. Tentunya dinamika yang terjadi di tubuh Muhammadiyah ada suatu 
alasan (pandangan) mengenai penerimaan dan penolakan hasil Sidang Iṡbat. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat 
dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. 
Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap Sidang Iṡbat Pemerintah 
dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1997-2018 M? 
2. Bagaimana analisis komparatif perbedaan penetapan Muhammadiyah dan 
Pemerintah dari tahun 1997-2018 M? 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
Tujuan penelitian ini yang dituangkan dalam bentuk skripsi bertujuan untuk 
mencari informasi terkait respon atau pandangan Muhammadiyah terhadap Sidang 
Iṡbat yang telah beberapa kali telah terjadi perbedaan penetapan awal bulan. 
Dengan berlandaskan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 
tujuan penelitian ini antara lain: 
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 Sebelum BHR diubah namanya menjadi Tim Hisab Rukyat Lihat Keputusan Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang pembentukan Tim Hisab Rukyat 
Kementerian Agama tahun 2014. Lihat halaman 8 
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1. Menjelaskan sikap dan pandangan Ormas Muhammadiyah terhadap hasil 
putusan Sidang Iṡbat Kemenag dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan 
Zulhijah. 
2. Menguraikan analisis komparatif dinamika penetapan Muhammadiyah 
terhadap hasil Sidang Iṡbat Kemenag mulai tahun 1997 sampai tahun 2018. 
Dalam penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat antara lain: 
1. Memberikan khazanah keilmuan tentang polemik penetapan awal bulan 
Kamariah. Sehingga kedepannya dapat ditemukannya solusi untuk 
mempersatukan umat Islam dalam metapkan awal bulan. 
2. Menambah khazanah keilmuan dalam perkembangan ilmu falak di Indonesia. 
Khususnya seputar Penetapan awal bulan Kamariah 
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan konstribusi terhadap 
keperluan Sidang Iṡbat dan penetapan Muhammadiyah, agar masyarakat 
mampu menjawab perbedaan yang terjadi dilapangan. 
D. Telaah Pustaka 
Dalam rangka untuk mengetahui orsinalitas penulisan skripsi ini, penulis 
akan mencantumkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang 
pembahasannya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dinamika penetapan 
awal bulan khususnya bulan Ramadlan, Syawal, dan Zulhijah. Namun dalam 
telaah penelitian ini menyangkut pada Dinamika Penetapan Muhammadiyah 
Terhadap hasil Sidang Iṡbat. Penelitian terdahulu tersebut meliputi: 
12 
 
Pertama, Skripsi karya Risya Himayatika, “Penentuan Awal Ramadan, 
Syawal Dan Zulhijah (Studi Komparatif NU dan Pemerintah dari 1992 M-2015 
M)”. Yang menguraikan tentang perbedaan penentuan awal bulan Ramadlan, 
Syawal, dan Zulhijah, antara NU dan Pemerintah dari 1992-2015. Perbedaan 
didasari pada Acuan metode yang digunakan pemerintah dan NU. Pemerintah 
menggunakan kriteria MABIMS dan NU menggunakan kriteria Rukyat al-Hilāl. 
Dalam penelitian ini mengkaji tentang perbedaan NU terhadap pemerintah dalam 
hal penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah.  
Hasil penelitian ini yaitu NU berbeda dengan pemerintah pada tahun 1992, 
1993, 1994, 2000 M. Perbedaan terjadi di tubuh NU dikarenakan terdapat laporan 
terlihatnya hilāl dan menurut hisab taqribi posisi hilāl sudah di atas ufuk. 
Sedangkan Pemerintah menggunakan imkān ar-rukyat MABIMS hasil hisab 
kontemporer menyatakan masih dibawah ufuk sehingga hilāl tidak mungkin 
terlihat dan di istikmāl-kan. Selain itu perbedaan kembali terjadi di tahun 2000 
yang mana Pemerintah lebih dahulu dalam menetapkan awal bulan Zulhijah.
28
 
Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan metode komparatif, 
yakni membandingkan variabel A dengan variabel B yang mana hasilnya akan 
dianalisa dan akan memunculkan kerangka teori yang baru. Perbedaannya yaitu 
obyek penelitian, dan analisa skripsi karya Risya hanya Penentuan (Metode) 
sedangkan penelitian penulis fokus pada penetapannya. 
Kedua, Skripsi karya Hafidzul Aetam, “Analisis Sikap PP. Muhammadiyah 
Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia”. Penelitian ini 
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menguraikan Sikap PP Muhammadiyah terkait penyatuan Sistem Kalender 
Hijriyah Universal. Hasil penelitiannya yaitu Muhammadiyah belum menerima 
kesepakatan unifikasi kalender karena penerapan rukyat dilapangan. Metode yang 
dipakai pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah masih fokus pada 
kriteria imkān ar-rukyat yang berlandaskan pada rukyat dilapangan belum 
sepenuhnya menerapkan imkān ar-rukyat yang sesungguhnya. Sehingga dapat 
dikatakan kalender yang berdasarkan rukyat (ataupun sistem kalender yang 
cenderung pada hasil rukyat) tidak optimal untuk menjadi sandaran dalam 
penanggalan.
29
 Persamaannya yaitu Sama-sama menganalisis tentang pandangan 
atau sikap Muhammadiyah terhadap penentuan awal bulan kamariah. 
Perbedaannya yaitu Skripsi Karya Aetam meneliti tentang penyatuan Sistem 
Kalender Hijriyah dan tidak ada hubungannya dengan Sidang Iṡbat. 
Ketiga, Skripsi karya Imam Ghozeli yang membahas tentang “Pandangan 
Muhammadiyah Dalam Penetapan Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus Tahun 1436 
H / 2015 M)”. Penelitian ini menguraikan permasalahan perbedaan Idul Adha 
1436 H. Pada tahun itu wukuf di Arab Saudi tidak bersamaan dengan 9 Zulhijah 
di Indonesia. Muhammadiyah menetapkan hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 
23 September 2015 sedangkan pemerintah dan mayoritas ormas lainnya 
menetapkan satu hari setelahnya yaitu tanggal 24 September 2015. Tentu 
Muhammadiyah berbeda dengan penetapan di Arab Saudi maupun pemerintah. 
Hasil penelitian tersebut Muhammadiyah memahami puasa arafah 
merupakan puasa yang ditetapkan sesuai dengan kalender kamariah yang ada di 
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Indonesia bukan mengikuti keputusan Pemerintah Arab Saudi. Penentuannya 
yang dilakukan oleh Muhammadiyah menggunakan kriteria wujūd al-hilāl dengan 
markas di Yogyakarta. Pada saat itu hisab wujūd al-hilāl sudah memenuhi kriteria 




Keempat, Skripsi karya Andi Maulana, “Anomali Fatwa Majlis Tarjih Dan 
Tajdid PP Muhammadiyah Tentang Puasa ʻArafah Tahun 2003-2015”. Penelitian 
ini menerangkan tentang puasa arafah yang tidak berbarengan dengan Arab Saudi. 
Masalahnya hukum melakukan puasa Arafah yang tidak serentak. Misalnya Arab 
Saudi berlebaran lebih dahulu sedangkan Pemerintah dan Muhammadiyah 
merayakan Idul Adha setelahnya seperti kasus tahun 2007. Selain itu hukum 
melaksanakan puasa Arafah berbeda dengan Arab Saudi hukumnya boleh sebab 
Indonesia dan Arab Saudi pada wilayah matla’ yang berbeda. 
Hasil penelitian Andi Maulana yaitu fatwa mengenai terjadinya anomali 
puasa Arafah yang tidak berbarengan dengan Arab Saudi adalah hal yang lumrah 
karena secara matlak, Indonesia dan Arab Saudi berbeda matla’ sehingga 
Muhammadiyah yang letaknya di Indonesia mempunyai putusan sendiri melalui 
Majlis Tarjih. Selain itu Muhammadiyah juga konsisiten dalam menggunakan 
kriteria wujūd al-hilāl dalam menentukan hari raya Idul Adha. Hukum puasa yang 
tidak bertepatan dengan wukufnya jama‟ah haji ialah boleh. Selain permasalahan 
fatwa tersebut, juga dijadikan peninjuan ulang terhadap kriteria awal bulan yang 
kemudian ditetapkan di Musyawarah Nasional Tarjih tahun 2003 dengan 
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ketetapan mengguanakan matla’ wilayat al-hukmi.
31
 Persamaannya yaitu sama-
sama membahas tentang penyebab terjadinya perbedaan penetapan awal bulan. 
Perbedaannya yaitu skripsi Andi Maulana membahas tentang anomali fatwa puasa 
Arafah tinjauan ulang mengenai matlak yang digunakan Muhammadiyah dalam 
menetapkan hari raya Idul Adha. 
Kelima, Disertasi karya Rupi‟i Amri mengenai “Dinamika Penentuan Awal 
Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah”. Penelitiannya yaitu menganalisa 
kriteria wujūd al-hilāl dan konsep matla’ yang dipakai oleh Muhammadiyah 
adalah konsep yang berkembang mulai keputusan Tarjih Awal di Medan tahun 
1939, keputusan Munas Tarjih ke-25 di Jakarta tahun 2000, dan keputusan Munas 
Tarjih ke-26 di Padang tahun 2003. Muhammadiyah dalam mengambil konsep 
wujud al hilāl dan matla’ penetapan awal bulan dipengaruhi faktor ketokohan K.H 
Muhammad Wardan dan Sa‟adoedin Djambek. Selain itu faktor pemahaman dan 
penafsiran dalil mempengaruhi landasan Muhammadiyah dalam menentukan awal 
bulan Kamariah. Melihat perkembangan pemikiran hisab tersebut Muhammadiyah 
masih ada kemungkinan melakukan unifikasi kalender hijriyah walaupun 
kemungkinan itu masih berada pada taraf asumsi perorangan (individu).
32
 
Terakhir penelitian individual Dito Alif Pratama “Penentuan Awal Bulan 
Qomariah di Indonesia (Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang 
Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Tahun 1998 - 2012 M)”. 
Penelitiannya yaitu tentang perjalanan Sidang Iṡbat yang diselenggarakan oleh 
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Kemenag RI guna memberikan kepastian terhadap penentuan Ramadan dan 
Syawal kepada umat Islam. Hasil penelitiannya yaitu: Pemerintah dalam 
melakukan upaya penyatuan lebih dominan menggunakan kriteria imkān ar-
rukyat MABIMS 2 plus 3 atau 2 plus 8. Juga sebenarnya pemerintah memiliki 
otoritas yang sah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat tentang penentuan 
awal bulan Kamariah di Indonesia. Hanya saja beberapa masyarakat tidak mau 
menerima hasil putusan Sidang Iṡbat.
 33
 Persamaan penelitian ini dengan 
penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan data putusan Sidang Iṡbat. 
Perbedaannya terletak pada analisisnya, penelitian ini menjelaskan secara global 
dan mengambil beberapa sampel perbedaan yang ada. Tentunya respon, faktor 
perbedaan dan analisis secara komparatif Muhammadiyah dan Pemerintah belum 
dikaji dipenelitian ini. Maka dari itu Dinamika penetapan awal bulan Kamariah 
Muhammadiyah dan Pemerintah dari tahun 1997 – 2018 perlu untuk dilakukan 
riset secara mendalam 
Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dari 
penelitian-penelitian yang telah ada. Karena belum ditemukannya penelitian yang 
membahas tenteng pandangan PP Muhammadiyah terhadap Sidang Iṡbat kemenag 
serta dinamika penetapan awal bulan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah 
dengan putusan Sidang Iṡbat awal bulan dari tahun 1997-2018. Sehingga 
penelitian skripsi ini dengan pokok-pokok pembahasan yang telah dijelaskan 
sebelumnya menjadi sangat penting untuk ditelusuri akar permasalahan serta 
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memberikan pemikiran baru dalam mengidentifikasi masalah untuk menyadarkan 
kepada umat Islam tentang pentingnya persatuan di tengah perbedaan. 
E. Metode Penelitian 
Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
34
 Agar dalam penulisan 
Skripsi ini mengenai sasaran yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan penulisan, 
maka penulisan ini menggunakan standar metode sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini masuk dalam 
kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bermaksud mempelajari fenomena yang terjadi di lapangan dan situasi 
nyata.
35
 Metode penelitian ini sering disebut metode penelitian naturalistik 
karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). 
Penelitiannya dilakukan secara sistematis, bersifat lengkap, terpadu, meliputi 
keseluruhan dari segi yang dikaji.
36
 
Jenis penelitian ini adalah library research yaitu suatu penelitian 
kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan 
berbagai materi yang terdapat di ruang kepustakaan atau ruang arsip, seperti 
buku-buku, majalah, koran, naskah, catatan, dokumen, dan lain- lain.
37
 
Adapun lokasi penelitiannya yaitu di PP Muhammadiyah Yogyakarta 
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tepatnya pada bidang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Hasil 
putusan Sidang Iṡbat di kantor Kemenag RI kasi Hisab Rukyat. Semua data 
tersebut dikumpulkan mulai tahun 1997-2018. 
 
 
2. Sumber Data 




a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang 
memuat data-data atau informasi tersebut. Data Primer ini diperoleh dari 
maklumat atau sumber lain yang memuat hasil putusan Majelis Tarjih 
dan Tajdid oleh PP Muhammadiyah. Hasil Putusan atau sumber lain yang 
memuat hasil Sidang Iṡbat Pemerintah dalam penetapan awal Ramadan, 
Syawal dan Zulhijah. 
b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan 
asli memuat informasi atau data tersebut. Sehingga untuk mengkaji 
dokumen pada sumber primer perlu sumber-sumber data tambahan. 
Adapun sumber-sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-
buku, jurnal, artikel, makalah yang berkaitan dengan masalah dinamika 
penerimaan Muhammadiyah terhadap hasil Sidang Iṡbat Kemenag 
seperti buku Hisab Bulan Kamariah karya Muhammad Rasyid Rida, dkk, 
jurnal Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender 
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Islam karya Susiknan Azhari, makalah Fatwa, Sidang Iṡbat, dan 
Penyatuan Kalender Hijriyah makalah karya Slamet Hambali, dll. 
3. Metode Pengumpulan data 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 
penulis menggunakan metode pengumpulan data library research (penelitian 
kepustakaan). Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan 
penelusuran dan penelaahan pada literatur dan bahan pustaka yang relevan 
dengan latar belakang yang diangkat. 
Penulis juga telah melakukan jejak pendapat (wawancara) tokoh PP. 
Muhammadiyah dengan Bapak Drs. Oman Fathurrahman SW, M. Ag, 
Rahmadi Wibowo S., Lc dan tokoh Pemerintah Bapak. Ismail Fahmi, S.Ag 
khususnya Kemenag terkait penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 
dan hasil Sidang Iṡbat sebagai penambah wacana dan memperjelas beberapa 
hal yang tidak disebutkan dalam penetapan. Selain itu fungsi dari wawancara 
ini juga digunakan sebagai media verifikasi penulis dalam 
menginterpretasikan tulisan yang kurang dapat ditangkap maksudnya. 
4. Metode Analisis data 
Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, 
menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan 
metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang 
dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat 
faktual secara sistematis dan akurat.  Metode deskriptif kualitatif adalah suatu 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan eksploratif yang 
20 
 
merupakan data yang diambil dari penelitian yang bertujuan untuk 
menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan menerangkan apa 
adanya atau apa yang ada pada masa tersebut secara mendalam. Dalam hal ini 
peneliti akan meneliti bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap hasil 
Sidang Iṡbat penetapan awal Ramadan Syawal dan Zulhijah mulai tahun 1997 
- 2018 M 
Selain menggunakan deskriptif kualitatif, penelitian ini juga 
menggunakan metode analisis komparatif yaitu membandingkan keberadaan 
satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada 
rentan waktu yang berbeda. Praktiknya yaitu peneliti akan membandingkan 
data putusan Sidang Iṡbat Kemenag dan maklumat Majlis Tarjih dan Tajdid 
PP Muhammadiyah terkait awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah mulai 
tahun 1997 – 2018 M. 
F. Sistematika Penulisan 
Secara Umum, Penulisan Skripsi pada umumnya terdiri dari 3 bagian, yakni 
bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. 
Bagian Awal meliputi halaman judul, nota pembimbing, halaman 
pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstraksi dan 
daftar isi. 
Sedangkan bagian isi pada umumnya terdiri dari empat - lima bab dengan 
rincian dan urutan penulisan yang ditentukan. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 
bab dengan penjelasan sebagai berikut: 
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Bab pertama Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah yang hendak 
dilakukan penelitian, Rumusan Masalah yang akan diteliti perlu adanya batasan, 
Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika 
Penulisan skripsi 
Bab kedua yaitu bagian landasan teori, isinya meliputi fiqh penentuan dan 
penetapan awal bulan Kamariah, dasar hukum yang melatar belakangi penetapan 
awal bulan Kamariah, metode ushul atau macam-macam kriteria tentang 
penetapan dan penentuan awal bulan Kamariah, dan sejarah penentuan dan 
penetapan awal bulan Kamariah khususnya di Indonesia. 
Bab ketiga yaitu bagian pengumpulan data, isinya antara lain meliputi 
sejarah Penetapan Muhammadiyah dan Pemerintah terkait awal bulan Kamariah. 
Rekapitulasi penetapan yang dikeluarkan oleh Majlis Tarjih dan tajdid PP 
Muhammadiyah serta Hasil putusan Sidang Iṡbat pemerintah terkait awal bulan 
Ramadan, Syawal dan Zulhijah dari tahun 1997-2018. 
Bab keempat yaitu bagian analisis komparasi penetapan awal Ramadan, 
Syawal dan Zulhijah terkait penetapan Muhammadiyah terhadap Sidang Iṡbat 
kemenag dari tahun 1997-2018, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
perbedaan dan persamaan dalam mengawali bulan Ramadan, Syawal dan 
Zulhijah, serta menganalisa Pandangan Muhammadiyah terhadap hasil Sidang 
Iṡbat. 
Bagian Kelima yaitu bagian Kesimpulan, Saran, dan Penutup. Sedangkan 
Bagian akhir adalah bagian yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran dan 
biografi penulis. 
BAB II 
DISKURSUS PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH 
A. Fikih Awal Bulan Kamariah 
Berbicara mengenai penetapan awal bulan Kamariah tidak akan terlepas dari 
pembahasan fikih terutama bulan-bulan yang di dalamnya terdapat suatu prosesi 
ibadah. Ibadah yang dimaksudkan ialah ibadah puasa yang terdapat dalam bulan 
Ramadan, keharaman berpuasa pada hari pertama bulan Syawal, tanggal 10 
Zulhijah dan hari Tasyrīq yang jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijah. Puasa di 
bulan Ramadan hukumnya farḍu ‘ain bagi umat Islam karena terdapat perintah 
dalam Al-Quran, Sunah, dan Ijma’
1
 kecuali orang yang masuk dalam kategori 
rukhṣah. Sedangkan dalam bulan Syawal dan Zulhijah terdapat keharaman 
berpuasa yakni pada hari pertama bulan Syawal yang dikenal dengan hari raya Idul 
Fitri, hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijah dan dilanjutkan 
dengan hari Tasyrīq sampai tanggal 13 Zulhijah. Kewajiban ibadah itulah umat 
Islam berhati-hati dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah.
2
 
Sesuai dengan namanya, Almanak Kamariah atau Penanggalan Kamariah 
yaitu Kalender yang ditentukan dengan berdasarkan peredaran Bulan.
3
 Dalam 
Islam biasa disebut Taqwīm al-Hijri yakni Penanggalan Islam yang dimulai dengan 
peristiwa hijrahnya Rasulullah Saw. Sedangkan pengertian lain dari Kalender 
Hijriah adalah kalender yang didasarkan pada sistem Kamariah semata, satu tahun 
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berisikan 12 bulan, perhitungannya berdasarkan fase-fase Bulan atau manzilah-
nya.
4
 Penanggalan Islam sendiri muncul atas prakarsa khalifah ke dua yakni Umar 
bin Khattab Ra pada tahun ke-16 H. Umar melihat beberapa permasalahan dan 
persoalan sistem penanggalan yang digunakan pada masa pemerintahaanya seperti 




Orang yang pertama kali mengusulkan pembuatan Taqwīm al-Hijri 
(Kalender Hijriyah atau Kamariah) kepada Khalifah Umar ialah Abu Musa al-
`Asy‟āri seorang gubernur Kuffah. Abu Musa mengeluhkan surat-surat Umar tidak 
bertanggal dan melihat dua kerajaan lain (Romawi dan Persia) yang mempunyai 
kalender sendiri. Setelah Umar melaksanakan sidang maka ditetapkanlah kalender 
hijriyah sebagai kalender resmi pemerintahan Islam. Tahun hijrahnya Nabi 
Muhammad Saw dipilih sebagai tahun pertama dalam kalender Islam.
6
 
Pada dasarnya Taqwīm al-Hijri merupakan kalender yang paling sederhana, 
cukup memperhatikan fase-fase Bulan yang mudah dibaca pada alam semesta. 
Permulaan hari dalam kalender Islam dimulai pada saat magrib bukan tengah 
malam seperti kalender Masehi.
7
 Nama-nama Bulan dalam Kalender Hijriyah yaitu 
dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil 
Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijah.
8
 Sedangkan umur 
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rata-rata Bulan dalam kalender Kamariah adalah 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 
detik.
9
 Fase-fase Bulan yang dijadikan acuan kalender hijriyah terbagi menjadi 
empat fase utama yakni: 
1. Bulan Baru 
Saat Bulan berada pada posisi ijtima’ maka seluruh bagian Bulan gelap 
menghadap ke Bumi. Bulan tersebut dinamakan Muḥak atau Bulan mati. 
Setelah fase ini barulah Bulan muncul di arah barat persis sesaat setelah 
Matahari terbenam yang biasa disebut dengan hilāl (Bulan Sabit).
10
 
Sebenarnya, Bulan sabit terbit hampir bersamaan dengan terbitnya Matahari 
sampai Bulan tersebut terbenam. Namun intensitas cahayanya kalah dengan 
cahaya Matahari. Maka dari itu Bulan sabit hanya terlihat ketika intensitas 
cahaya Matahari menurun yakni sesaat setelah terbenam.
11
 Pada saat Bulan 
sabit pertama itulah dijadikan penentuan tanggal 1 pada Penanggalan Hijriyah. 
2. Kuartal Pertama 
Bulan pada posisi Kuartal pertama (Tarbī’ Awwal) akan tampak 
kelihatan separuh. Ini terjadi sekitar tujuh hari setelah bulan mati.
12
 Bulan 
akan terbenam sekitar 6 jam setelah Matahari terbenam. Pada saat itu, Posisi 
Bulan berada di zenith. Bulan terbit dari arah timur ketika siang hari. Dan 
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3. Kuartal ke dua / Fase Purnama (Full Moon) 
Saat Bulan pada kondisi purnama, Posisi Bulan dengan Matahari sampai 
pada titik istiqbal yakni Bulan dan Matahari berada pada posisi segaris 180
o
. 
Permukaan Bulan akan tampak dari Bumi seperti bulatan penuh. Pada kondisi 
purnama, Bulan akan terbit bersamaan dengan terbenamnya Matahari, 
begitupun sebaliknya. Jikalau Bulan Bumi dan Matahari betul-betul pada 
posisi yang segaris, maka akan terjadi gerhana Bulan di tempat tersebut karena 
bayangan Bumi menutupi Bulan.
14
 
4. Kuartal Ketiga / Terakhir 
Fase ini dimulai sekitar 3 minggu setelah hilāl, bagian permukaan Bulan 
akan tampak separuh kembali (setengah lingkaran). Perbedaannya dengan 
Kuartal pertama itu bagian yang tampak dari Bumi kebalikannya. Sekitar 
tengah malam / pagi, Bulan terbit sekitar 6 jam lebih awal dari Matahari dan 
terbenam sekitar tengah hari.
15
 
Setelah fase Kuartal ketiga yakni sekitar 4 minggu sejak hilāl terlihat. 
Bulan kembali pada posisi awal berada pada arah yang sama terhadap 
Matahari. Bagian Bulan yang terkena sinar Matahari adalah bagian yang 
membelakangi Bumi. Pada fase ini Bulan terbit dan terbenam hampir 
bersamaan dengan Matahari.
16
 Apabila Bulan dan Matahari sudah pada garis 
yang sama, maka peristiwa ini dinamakan konjungsi / ijtima’. Dan apabila 
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Siklus Bulan yang dijadikan patokan dalam penentuan awal bulan Kamariah 
ditandai dengan kemunculan hilāl pada fase Bulan Baru. Fase-fase Bulan 
berlangsung secara teratur memudahkan manusia untuk membuat sistem waktu. 
Dalam berevolusi mengelilingi Bumi bulan membutuhkan waktu sekitar 27 hari 7 
jam 43 menit 12 detik (menempuh 360
o
). Hanya saja untuk kembali dari posisi 
ijtima’ ke posisi ijtima’ atau posisi purnama kembali ke purnama, Bulan 
membutuhkan waktu tambahan beberapa hari sekitar 2 hari 5 jam.
18




Dikalangan Fuqaha (Ḥanafī, Māliki dan Ḥanbalī) berpendirian bahwa 
penetapan awal bulan Kamariah terutama Ramadan harus berdasarkan rukyat. 
Rukyat ini berlaku untuk daerah / wilayah kekuasaannya (Negara) menurut Ḥanafī 
dan Māliki. Sedangkan menurut Ḥanbalī rukyah itu berlaku untuk seluruh dunia 
Islam selama masih bertemu dengan malamnya.
19
 Suatu aliran dari golongan 
Syāfi`i berpendirian sama dengan Jumhur, yakni penetapan awal bulan ditetapkan 
berdasarkan rukyat. Perbedaannya terletak pada maṭla’ atau wilayah kekuasaan. 
Apabila terjadi rukyat di dalam suatu negeri maka rukyat tersebut berlaku di negeri 
yang bersangkutan dan negeri yang berdekatan, tidak berlaku untuk daerah yang 
jauh. Menurut golongan ini juga penetapan rukyat tersebut harus dilakukan oleh 
qāḍī / pemerintah. Sedangkan sebagian ahli fikih mażhab Syāfi‟i berpendirian 
                                                             
17
 Muhyiddin Khazin, Ilmu ..., hlm. 134 
18
 Muhyiddin Khazin, Ilmu ..., hlm. 133 
19
 Ibrahim Hosen, “Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Islam dan Permasalahannya”, 
Selayang Pandang Hisab Rukyat (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan 
Haji, 2004) hlm. 31 
27 
 
bahwa penetapan awal bulan Ramadan dilakukan berdasarkan hisab. Golongan ini 
mengacu golongan yang menggunakan maṭla’‟.
20
 
Mengutip pendapat Abdurrahman al-Jazirī bahwa mażhab Syāfi‟i 
mensyaratkan bahwa penetapan bulan kamariah harus dilakukan oleh qāḍī 
(pemerintah).
21
 Sedangkan menurut mażhab Ḥanafī, Māliki dan Ḥanbalī apabila 
pemerintah telah menetapkan puasa atau lebaran dengan metode apapun maka 
umat islam wajib mengikuti dan mentaatinya.
22
 Ini sejalan dengan kaidah fikih 
yang menyatakan 
 23يرفع اخلالف يف مسائل االجتهادحكم احلاكم 
Keputusan Pemerintah dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan 
pendapat 
Walaupun dalam fikih telah jelas titik temunya antara hisab dan rukyat untuk 
mengikuti pemerintah. Di Indonesia makna pemerintah-pun beragam. Kebanyakan 
ormas Islam memaknai pemerintah yakni ketua / imam masing-masing ormas. 
Pimpinan ormas lebih berwenang menetapkan awal bulan karena didalamnya 
terdapat proses ibadah dan keyakinan. Maka dari itu penyeragaman kriteria 
penentuan awal bulan Kamariah menjadi terkendala. 
B. Dalil Naqli dalam Konteks Penetapan Awal Bulan Kamariah 
Kajian penetapan awal bulan dalam Islam pada dasarnya memiliki landasan 
pada dalil naqli (naṣ) yakni al-Quran dan Sunnah. Berkenaan dengan permasalahan 
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waktu ibadah baik itu puasa, hari raya Idul Fitri, maupun Idul Adha ada beberapa 
teks hukum yang perlu di kaji, diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Naṣ al-Quran 
a. Surat al-Baqarah ayat 185 dan 189 
ْهَر فَ ْلَيُصْموُ  ...  ) ٥٨١ ... (َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ
Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka 
berpuasalah... (QS : al-Baqarah [2] : 185)
24
 
Ayat di atas memberikan pengertian bahwa kewajiban melakukan 
ibadah puasa harus meyaksikan permulaan bulan (awal Bulan). Seseorang 
yang berada di suatu negeri tempat tinggalnya atau mengetahui 
munculnya awal Ramadan sedangkan ia tidak berhalangan, maka ia wajib 
berpuasa.
25
 Mengetahui datangnya bulan bisa dengan melihatnya sendiri 
atau mendapatkan informasi dari orang yang dipercaya. Caranya dengan 
melihat melalui mata kepala, atau mengetahui melalui perhitungan.
26
 
 )٥٨١... (َي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِّ َيْسأَُلوَنَك َعِن األِىلَِّة ُقْل ىِ 
Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), tentang bulan sabit. 
Katakanlah, “itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) 
Haji”. ... (QS : al-Baqarah [2] : 189)
 27
 
Ayat ini mendefinisikan tentang Bulan sabit sebagai penentu waktu 
bagi manusia. Al-„Aufī meriwayatkan dari ibnu „Abbas bahwa ayat ini 
turun ketika para sahabat menanyakan tentang Bulan sabit kepada 
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Rasulullah. Bulan sabit adalah penanda waktu untuk mengetahui jatuh 
tempo hutang, `iddah isteri, serta waktu menentukan ibadah haji. Abu 
Ja‟far juga menanyakan hal ini kepada Rasulullah tentang tanda waktu 
bagi manusia. Rasul menjawab bahwa Allah menjadikan waktu untuk 




b. Surat at-Taubah ayat 36 
هَ  َماَواِت َواألْرَض ِمن ْ ُهوِر ِعْنَد اللَِّو اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا يف ِكَتاِب اللَِّو يَ ْوَم َخَلَق السَّ َة الشُّ ا ِإنَّ ِعدَّ
 )3٣ ... ( َأْربَ َعٌة ُحرُمٌ 
Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, 
(sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit 
dan Bumi, diantaranya ada empat bulan haram. ... (at-Taubah [9] : 36)
29
 
Kata “jumlah bulan” yakni merujuk pada perhitungan Bulan 
menurut kalender Kamariah. Kalender Syamsiyah juga memiliki jumlah 
bulan 12. Tetapi karena ada penyebutan 4 bulan haram dan masyarakat 
arab pada saat itu hanya mengenal perhitungan Kamariah, maka maksud 




Masyarakat Arab telah mengenal empat bulan haram dalam setahun. 
Pengharaman pada masa itu yakni dilarang untuk berperang. Kehidupan 
masyarakat Arab sangat mengandalkan perburuan dan peperangan. Akan 
tetapi dalam setahun terdapat empat bulan yang dilarang untuk melakukan 
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peperangan. Tiga bulan dari keempat bulan yang mereka sepakati yaitu 
Zulqa‟dah, Zulhijah, Muharam. Adapun yang keempat yaitu bulan Rajab 
yang terletak diantara bulan Jumadil dan Sya‟ban.
31
 
c. Surat Yunus ayat 5 
َرُه َمَنازَِل  ْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُوًرا َوَقدَّ ِننَي َواحلَِْساَب َما ُىَو الَِّذي َجَعَل الشَّ لِتَ ْعَلُموا َعَدَد السِّ
 )١ (َخَلَق اللَُّو َذِلَك ِإال بِاحلَْقِّ يُ َفصُِّل اآليَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمونَ 
Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan 
Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui 
bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan 
demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda 




Ayat ini masih menunjukan kuasa Allah dalam mengatur alam 
semesta serta ilmu dan hikmah-Nya. Kata ḍiya’a dan nūran 
melambangkan Matahari dan Bulan. Perumpamaan kata nūr digunakan 
untuk sinar yang redup seperti lampu minyak zaitun (Qs. An-Nur : 35) 
yang menerangi pada malam hari. Sedangkan kata ḍiya’ ditujukan untuk 
benda yang menghasilkan sinar dengan sendirinya seperti Matahari.
33
 
Kata qaddarahū manāzil diartikan sebagai manzīlah-manzīlah 
Bulan. Manzīlah Bulan yaitu tempat peredaran Bulan mengelilingi 
Matahari. Manfaat diciptakannya periode Bulan mengelilingi Matahari 
untuk menghitung tahun, menentukan bilangan waktu. Termasuk 
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d. Surat Yaasin ayat 38-39 
َا َذِلَك تَ ْقِديُر  ْمُس ََتْرِي ِلُمْستَ َقرٍّ ذلَّ ْرنَاُه َمَنازَِل َحَّتَّ َعاَد  ) 3٨ (اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ َوالشَّ َواْلَقَمَر َقدَّ
 )3١ (َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِ 
Dan Matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan 
(Allah) Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. (QS : Yasin [36] : 38). 
Dan telah Kami tetapkan peredaran bagi Bulan, sehingga  (setelah ia 
sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk 
tandan yang tua (QS : Yasin [36] : 39).35 
Makna ayat di atas menunjukan bahwa Matahari beredar digaris 
edarnya tanpa ada kemelencengan sedikitpun. Maka dari itu sebagai 
penutup ayat, kata yang digunakan yaitu al-Azīz dan al-‘Alīm sebagai 
isyarat kuasa Allah mengatur Matahari yang sedemikian besarnya dan 
sangat teliti. Ayat berikutnya berkaitan dengan tempat peredaran Bulan. 
Bulan memiliki 28 manzīlah. Setiap malam Bulan menempati satu tempat. 
Bulan tidak tampak selama satu atau dua malam apabila bilangan hari 
dalam sebulan berjumlah 30 atau 29 hari. Jika Bulan berada diakhir garis 
edarnya maka akan tampak kecil melengkung (sabit) dan akan kembali ke 
garis edar yang pertama.
36
  
2. Naṣ Hadis 
a. Hadis dari Abdullah bin Maslamah riwayat al-Bukhāri 
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حّدثنا عبد اهلل بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن 
اذلالل وال تفطروا حَّت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ذكر رمضان ال تصوموا حَّّت تروا 
 37(البخاريرواه  (تروه فان غّم عليكم فاقدروا لو
“Telah memberitakan Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Nafi‟, dari 
Abdillah bin Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw menyebutkan bulan 
Ramadan: Janganlah kamu berpuasa hingga melihat hilal, dan jangan pula 
kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal. Apabila awan menutupi 
pandanganmu maka estimasikanlah (perkirakan)” 
Lafadz hadis tersebut secara ẓāhir menegaskan wajib berpuasa 
ketika melihat hilāl baik di waktu malam atau siang. Pelaksanaan 
puasanya yang dimaksud adalah untuk hari esoknya. Sedangkan lafadz 
fain gumma alaikum faqdurū lahu adanya perbedaan hukum ketika langit 
mendung.
38
 Kebanyakan ulama berpendapat apabila langit tertutup awan 
maka menyempurnakan bilangan Sya‟ban seperti hadis dibawah ini: 
b. Hadis riwayat al-Bukhāri 
صو موا لرؤ يتو وأفطروا لرؤيتو فان غّّب عليكم فأكملوا عّدة شعبان ثال ثني )رواه 
 3١البخاري(
“Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena 
melihat hilal, bila tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan 
Sya‟ban menjadi 30 hari” 
Keluarnya hadis ini menanggapi hadis tentang syahrā `īdin lā 
yanquṣāni. Hadis ini merujuk pada bulan Ramadan dan Zulhijah. Abu al-
Hasan berkata biasanya Ishak bin Rawaih berkata mereka berpendapat 
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bahwa keduanya tidak pernah kurang jumlahnya baik itu dua puluh 
sembilan atau tiga puluh hari. Pendapat ini tertolak dan bertentangan 
dengan kenyataannya. Jika bulan Ramadan hanya berjumlah 29 dan 30 
maka tidak memerlukan rukyat. Ada pula yang menyimpulkan bahwa 
keduanya tidak akan berkurang secara bersamaan. Apabila yang satunya 




c. Hadis dari Sa`id bin Amru 
حممد بن ادلثّّن وابن بشار  حّدثناو  حغندر عن شعبة  حّدثنا أبو بكر بُن أيب شيبة حّدثنا
 سعيدَ  شعبة عن األسود بن قيس قال مسعت حّدثناحممد بن جعفر  حّدثنا قال ابن ادلثّن 
ث اهلل عنهما يرض و بن سعيٍد أنو مسع ابن عمربن عمرِ  عن الّنّب صلى اهلل عليو  حيدِّ
يف  ووعقد اإلهبامَ  وىكذا قال إنّا أّمة أمّية النكتب والحنسب الشهر ىكذا وىكذا وسلم
 41 ثالثني. )رواه البخارى ومسلم( متاميعن  وىكذا ىكذاالثالثِة والشهر 
“ Telah memberitahukan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah 
memberitahukan kepada kami Ghundar dari Syu‟bah (h), telah 
memberitahukan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibnu 
Basysyar mengatakan: Ibn Mutsanna telah memberitahukan kepada kami 
Muhammad bin Ja‟far, telah memberitahukan kepada kamu Sy‟bah dari 
al-Aswad bin Qais berkata: Aku telah mendengar Sa‟id bin Amru bin 
Sa‟id mengatakan bahwa ia telah mendengar Ibnu Umar (Said bin Umar) 
r.a meriwayatkan hadis dari Nabi Saw, beliau telah bersabda: 
Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak dapat menulis dan 
menghitung (hisab), satu bulan itu begini, begini dan begini” sambil 
mengaitkan ibu jarinya dengan isyarat yang ketiga dan bulan itu begini 
dan begini maksudnya sempurna 30 hari. 
Nabi pada saat itu menjelaskan tentang jumlah hari dalam satu bulan 
yaitu 30 hari. Dalam riwayat lain berjumlah 29 hari. Jadi pedoman yang 
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dijadikan jumlah hari dalam satu bulan yaitu dengan melihat hilāl. 
Sedangkan penyebutan kata ummi artinya seseorang yang baru saja 
dilahirkan oleh Ibunya yakni tidak bisa menulis maupun menghitung. Para 
ulama mengatakan umur bulan bisa jadi berturut-turut kurang dari 30 hari 
sampai dua, tiga, bahkan empat bulan berturut-turut. Tetapi tidak sampai 
lebih dari empat bulan. Berdasarkan hadis ini maka diperbolehkan bagi 
seseorang untuk bersandar pada isyarat yang bisa dipahami.
42
 
d. Hadis dari Ikrimah ibn Abbas 
وعن عكرمة من ابن عّباس قال: جاء أعرايبَّ صّلى اهلل عليو وسلم فقال : إين رأيت اذلالل 
ا أتشهد أّن حممدً  إاّل اهلل؟ قال : نعم. قال فقال : أتشهد أن ال إلو –يعّن رمضان  –
. )رواه اخلمسة اال ل أَذِّن ىف الناس فليصوموا غًدايا بال قال رسول اهلِل؟ قال : نعم.
 43أمحد(
Dan dari `Ikrimah dari Ibnu `Abbas, ia berkata: ada seorang Baduwi 
datang ke tempat Nabi Saw, lalu mengatakan: Sungguh aku melihat bulan 
“Ramadlan”. Kemudian Nabi bertanya: Apakah engkau percaya bahwa 
tiada Tuhan melainkan Allah? Ia menjawab: Ya. Lalu Nabi bertanya lagi: 
Apakah engkau juga percaya, bahwa sesungguhnya Muhammad utusan 
Allah? “Ia menjawab: Ya. Lalu Nabi menyuruh Bilal: “Hai Bilal, 
beritahukanlah kepada manusia, supaya mereka besok berpuasa”. (HR. 
Imam yang lima, kecuali Ahmad).
44
 
Hadis ini memberikan pengertian tentang persaksian dalam rukyah 
al-hilāl. Dalam hadis tersebut ulama berpendapat bahwa kesaksian 
seorang atas datangnya bulan Ramadan bisa diterima. Pencetus pendapat 
                                                             
42
 Yahya ibn Syarif an-Nawawi (Imam an-Nawawi), Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-
Hajjaj, Juz 5, (Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiah, 1995) hlm. 167 
43
 Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, Nailul Authar min Asror Muntaqol 
Akhbar, (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 2000 M) hlm. 151 
44
 Umar Fanany dkk., Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis hukum, jil.3 
(Surabaya: Bina Ilmu, 1985) Hlm 1248 
35 
 
ini yakni Ibnul Mubarak, diperkuat oleh ulama setelahnya yaitu Imam 
Syafi‟i dan Imam Ahmad bin Hambal.
45
 Selanjutnya hadis tentang 
kebolehan mengikuti hasil rukyat untuk satu negara atau lebih yang 
diriwayatkan oleh Kuraib. 
e. Hadis dari Kuraib 
لفضل بعثتو إىل معاوية بالشام, فقال: فقدمت الشاَم, فقضيت عن كريٍب أّن أّم ا
حاجتها, واستِهّل عليَّ رمضان وأنا بالشام. فرأيت اذلالل ليلة اجلمعة, مّث قدمت ادلدينة يف 
آخر الشهِر, فسألّن عبداهلل بُن عّباس مثَّ ذكر اذلالل, فقال: ميت رأيتم اذلالل؟ فقلت: 
رأيتو؟ قلت نعم, ورآه الناس, وصاموا, وصام معاوية فقال: رأيناه ليلة اجلمعة فقال أنت 
لكنا رأيناه ليلة السبت, فال نزال نصوم, حيّت نكمل ثالثني أونراه. فقلت: أفال تكتفي 
برؤية معاوية وصيامو؟ فقال: ال, ىكذا أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسّلَم. )رواه 
 46اجلماعو اال البخري وإبن ماجو(
Dari Kuraib, Sesungguhnya Ummul Fadli pernah mengutusnya 
menghadap Mu‟awiyyah di Syam. Katanya: lalu aku datang ke Syam, dan 
kuselesaikan semua kebutuhannya. Waktu itu bulan Ramadlan telah 
datang, sedang aku masih di Syam. Aku melihat Bulan (Ramadlan) itu 
pada malam Jumat. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan 
tersebut, lalu Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, disamping dia 
sendiri menuturkan tentang hilal (Ramadlan) itu, lalu ia bertanya 
kepadaku: bilakah kalian melihat hilal itu? Aku menjawab: Kami melihat 
dia (hilal) pada malam Jumat. Ia bertanya lagi: Engkau melihat sendiri? 
Aku menjawab: Betul! Dan orang-orang lain pun melihatnya, lalu mereka 
berpuasa dan Mu`awiyah pun berpuasa pula. Kemudian Ibnu abbas 
berkata: Tapi kami melihatnya pada malam sabtu, dan kami terus 
berpuasa sampai genap tiga puluh hari, atau hingga kami melihat (hilal 
Syawal). Dan Aku bertanya: tidakkah cukup dengan penglihatan dan 
puasanya Mu‟awiyah? Ia menjawab: Tidak, sebab beginilah Rasulullah 
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Syarīh berkata hadis Kuraib ini dijadikan patokan oleh orang yang 
akan memberlakukan hukum berpuasa atau iftār untuk satu wilayah, 
negara, ataupun negara yang berdekatan. Dalam persoalan ini, terdapat 
beberapa pendapat dikalangan ulama: 
1) Hasil rukyat di negara yang bersangkutan dapat diterapkan tanpa harus 
mengikuti hasil rukyat penduduk daerah atau negara lain. Pendapat ini 
diriwayatkan oleh Tirmidzi 
2) Penduduk daerah atau negara tidak harus mengikuti penduduk lainnya 
kecuali ada ketetapan dari imam agung seperti yang dinukilkan oleh 
Ibnu Majisyun. 
3) Apabila negara berdekatan maka dapat dihukumi satu. Begitulah 
pendapat yang dipelopori oleh Syafi‟iyah. 
Akhir dari Syarah menuturkan apabila ada daerah atau negara 
berlainan baik itu dari segi irtifa’ maupun rendahnya maka masing-
masing negara tidak harus mengikuti. Ibnu Taymiyah juga berpendapat 
bahwa perbedaan maṭla’ menurut kesepakatan ahli falak maka: jika maṭla’ 
negara sama, maka semua negara yang berdekatan wajib berpuasa dan 




C. Macam-macam Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah 
Penetapan awal bulan kamariah merupakan hal yang penting karena terkait 
dengan pelaksanaan ibadah. Umat Islam dalam melaksanakan ibadah mengacu 
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pada kalender Kamariah / Hijriyah khususnya dalam melaksanakan ibadah puasa 
Ramadan, penentuan dua hari raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Tiga hal tersebut 
merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam di Indonesia yang nota bene 
masyarakatnya heterogen dari segi mażhab dan metode yang tidak seragam.
49
 
Dalam menentukan waktu-waktu ibadah tersebut ada beberapa metode yang 
digunakan oleh masing-masing kelompok / ormas yang intinya mengacu pada dua 
aliran yakni hisab dan rukyat. Ditinjau dari metode yang berkembang di Indonesia, 
aliran hisab dan rukyat dibagi menjadi beberapa kelompok yakni: 
1. Rukyat 
Kata rukyat berasal dari bahasa arab ra’ā – yarā – ru’yatan yang 
mempunyai arti melihat.
50
 Sedangkan secara istilah yakni mengamati hilāl 
pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah dengan mata 
atau teleskop. Dalam Astronomi rukyat bisa disamakan artinya dengan 
observasi.
51
 Aktifitas rukyah dilakukan pada saat menjelang magrib saat 
Matahari terbenam setelah Bulan dan Matahari ijtimak. Apabila hilāl terlihat 
maka malam itu juga telah memasuki tanggal satu. 
Hilāl tanggal satu tidak selamanya dapat dilihat karena cahaya Bulan 
masih terlalu suram dibandingkan dengan cahaya langit sekitarnya, belum lagi 
banyak polusi, awan, dll yang menghalangi mata telanjang. Selain itu jarak 
terbenam Matahari dengan Bulan juga tergolong pendek. Maka dari itu, 
menurut Danjon hilāl dapat terlihat tanpa alat bantu jika minimal jarak sudut 
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antara Bulan – Matahari sebesar 7 derajat. Untuk menanggulangi hal tersebut 
rukyah juga dapat dilakukan dengan menggunakan teleskop dan CCD 
imaging. Tentunya perlu kajian fikih yang lebih mendalam terkait penerapan 
kedua ilmu tersebut.
52
 Menurut penelusuran penulis, di Indonesia rukyat 
dibagi menjadi dua golongan: 
a. Rukyah al-Hilāl  
Merujuk pada buku Muhyiddin Khazin, kata rukyatul hilāl di 
istilahkan dengan melihat hilāl. Kata rukyatul hilāl terdiri dari dua suku 
kata yakni ra’ā (telah melihat) dan al-hilāl (Bulan sabit pada tanggal 1). 
Sedangkan secara istilah yaitu suatu kegiatan atau usaha melihat hilāl atau 
Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam 
menjelang awal Bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadan, 
Syawal, dan Zulhijah untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.
53
 
Metode ini digunakan oleh NU.  
b. Rukyat global 
Rukyat global yaitu penetapan awal bulan dengan metode rukyah 
al-hilāl dan hasil rukyat tersebut berlaku untuk seluruh dunia. Sebenarnya 
konsep ini masih sama dengan rukyah al-hilāl pada zaman nabi. Namun 
coverage lebih luas lagi dan tidak mengenal maṭla’‟. Di Indonesia 




                                                             
52
 Watni Marpaung, Pengantar ..., hlm.38-39 
53
 Muhyiddin Khazin, Ilmu ..., hlm. 173 
54
 Izzuddin, Ahmad. Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam 
Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha). (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm. 86 
39 
 
Secara bahasa, makna hisab berasal dari bahasa arab yaitu ḥasaba – 
yaḥsibu – ḥisāban yang berarti menghitung. Dalam kamus al-Munawwir juga 
menyebutkan bahwa ilmu al-ḥisab berarti ilmu hitung.
55
 Sedangkan secara 
istilah ilmu hisab merupakan ilmu pengetahuan yang secara mendalam 
mempelajari benda-benda langit seperti Matahari, Bulan bintang dan benda-
benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui lintasan, posisi dan 
kedudukan benda-benda langit lainnya.
56
  
a. Hisab `Urfi 
Hisab „Urfi ialah metode perhitungan kalender yang didasarkan 
pada rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan di tetapkan secara 
konvensional.
57
 Nama ‘urfi mengandung arti kebiasaan yang berulang-
ulang. Dinamakan hisab ‘urfi karena dalam perhitungannya menggunakan 
kaidah-kaidah tradisional dengan memperhitungkan rata-rata Bulan. 
Kaidah-kaidahnya antara lain: 
1. Setiap tahun terdiri dari 12 bulan, bulan yang ganjil (1, 3, 5, 7, 9, dan 
11) ditentukan umurnya 30 hari. Sedangkan bulan yang genap (2, 4, 
6, 8, 10, dan 12) ditentukan umurnya 29 hari. Sehingga dalam 1 tahun 
berumur 354 hari pada tahun basithah, dan 355 hari pada tahun 
kabisat 
2. Tahun kabisat diletakan pada bulan Zulhijah. Sehingga Zulhijah 
menjadi 29 hari pada tahun Basithah dan 30 hari pada tahun kabisat. 
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3. Satu siklus berumur 30 tahun dengan penambahan 1 hari di tahun ke 
2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 29) untuk mempermudahnya, bisa 
menggunakan syair seperti :  
 كف الخليل كفه ديانه # عن كل خل حبه فصانه 
Syair ini terdiri 30 huruf hijaiyah, yang mana bila huruf tersebut 




Hisab sangat praktis bila digunakan sehari-hari namun 
kelemahannya, sistem ini belum menggambarkan penampakan hilāl. 
Sehingga sistem ini tidak dapat untuk dipergunakan menentukan 1 
Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah apabila dimaknai secara bi al-fi’li.  
b. Hisab Ḥaqīqī 
Hisab ḥaqīqī adalah perhitungan yang berdasarkan pada peredaran 
Bulan dan Bumi yang sesungguhnya. Menurut hisab ini umur Bulan tidak 
beraturan, melainkan tergantung pada posisi Bulan setiap awal bulan. 
Maksudnya Bulan terkadang berumur 29 atau 30 hari seperti hisab urfi. 
Bahkan bisa berturutan berumur 29 hari. Sistem ini menggunakan data 
astronomis, gerak Bulan dan Bumi serta menggunakan kaidah-kaidah 
ilmu ukur segitiga bola, trigonometri, logaritma sehingga diperoleh data 
yang tepat dan akurat.
59
 Ilmu hisab ḥaqīqī dibagi menjadi tiga antara lain: 
1. Ḥaqīqī Taqrībī adalah sistem koreksi perhitungan awal bulan sangat 
sederhana, tingkat akurasinya sangat rendah. Dalam kitab-kitab hasil 
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perhitungannya hampir mirip dengan hisab urfi. Hanya saja ketinggian 
hilāl dan cahaya hilāl sudah dapat diketahui. Prinsipnya menggunakan 
sistem geosentris. Contoh kitab yang menganut perhitungan ini yakni 
Fath Ra`uf al-Mannan. 
2. Ḥaqīqī Taḥqiqi adalah sistem koreksi perhitungan yang lebih 
kompleks, menggunakan sistem segitiga bola dan mempertimbangkan 
posisi pengamat seperti ketinggian dari ufuk ḥaqīqī maupun hissi, 
elongasi. Contoh kitab penganut sistem ini yakni al-Khulasoh al-
Wafiyyah. 
3. Ḥaqīqī Taḥqiqi Tadqiqi (Hisab Kontemporer) adalah sistem hisab yang 
menggunakan algoritma dengan tingkat ketelitian yang tinggi sehingga 
dikelompokkan dalam high accuracy alghorthm. Contoh buku atau 
aplikasi menggunakan sistem ini yaitu seperti Ephimeris Hisab Rukyat 
Kemenag ataupun winhisab (Kemenag).
60
 
c. Konsep ijtima’61 
Ijtima‟ yakni awal bulan kamariah dimulai ketika terjadi 
conjunction atau bertemunya dua benda langit pada garis bujur yang 
sama. Benda langit yang dimaksud dalam pembahasan awal bulan 
kamariah adalah Bulan dan Matahari. Konsep ini terbagi menjadi 2 yakni 
ijtima’ semata dan ijtima’ yang mempertimbangkan posisi hilāl. 
Konsep ijtima’ semata dalam menentukan awal bulan berpedoman 
pada saat terjadi ijtima’ (bertemunya Bulan dan Matahari dalam 1 garis 
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bujur). Kriteria yang ditetapkan oleh ijtima’ semata ini tidak 
mempertimbangkan rukyat juga tidak mempertimbangkan posisi hilāl dari 
ufuk. Artinya tidak mempermasalahkan hilāl dapat dilihat atau tidak. 
Dalam konsep ijtima’ semata terbagi lagi menjadi 3 golongan: 
1. Ijtima’ qabla al-ghurub mengkaitkan saat terjadi ijtima’ sebelum 
Matahari terbenam maka malam harinya dianggap sebagai bulan 
baru. 
2. Ijtima’ qabla al-fajr bahwa permulaan bulan kamariah ditentukan 
pada saat ijtima’ dan terbit fajar. Golongan ini menetapkan kriteria 
bahwa apabila ijtima’ terjadi sebelum terbit fajar, maka sejak terbit 
fajar sudah termasuk bulan baru. 
3. Ijtima’ dan tengah malam kriteria yang dimaksudkan yakni apabila 




Konsep ijtima’ yang mempertimbangkan posisi hilāl dalam 
menentukan awal bulan dimulai sejak Matahari terbenam setelah terjadi 
ijtima’ dan hilāl pada saat itu sudah berada diatas ufuk. Kriteria yang 
dijadikan patokan ialah ufuk (horizon) dan visibilitas hilāl. Dalam konsep 
ini terbagi menjadi 3 golongan: 
1. Ijtima’ dan ufuk ḥaqīqī ialah awal bulan terjadi saat Matahari 
terbenam setelah terjadi ijtima’ dan pada saat itu hilāl sudah berada 
diatas ufuk ḥaqīqī (true horizon). Ufuk ḥaqīqī yakni lingkaran bola 
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langit yang bidangnya melalui titik pusat Bumi dan tegak lurus pada 
garis vertikal dan si peninjau; 
2. Ijtima’ dan ufuk hissi ialah awal bulan dimulai saat terbenam 
Matahari telah terjadi ijtima’ dan pada saat itu hilāl positif berada di 
atas ufuk hissi. Ufuk hissi adalah lingkaran pada bola langit yang 
bidangnya melalui permukaan Bumi tempat si pengamat dan tegak 
lurus pada garis vertikal dari si pengamat tersebut.
63
 
d. Wujūd al-hilāl 
Wujūd al-hilāl merupakan salah satu metode penentuan awal bulan 
Kamariah yang dikembangkan oleh Sa‟adoeddin Djambek. Hisab wujūd 
al-hilāl yang dimaksud yaitu Matahari terbenam lebih dahulu daripada 
terbenamnya Bulan (hilāl) walaupun selisih terbenamnya Matahari 
dengan Bulan kurang dari 1 menit.
64
 Awal bulan dimulai apabila hilāl 
telah wujud. Wujud di sini harus memenuhi kriteria berikut: (1) Telah 
terjadi ijtima’ (konjungsi), (2) konjungsi terjadi sebelum Matahari 
terbenam,  (3) pada saat Matahari terbenam, piringan atas Bulan harus 
berada di atas ufuk (Bulan baru telah wujud).
65
 Walaupun kriteria ini 
hampir sama dengan metode ijtima’ qobla al-ghurub, Metodologi yang 
dibangun pada kriteria ini tidak semata-mata hanya menunggu ijtima’, 
namun juga memperhatikan posisi hilāl saat Matahari saat terbenam. 
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e. Imkān ar-Rukyah 
Imkān ar-Rukyah yaitu penetapan awal bulan Kamariah pada saat 
Matahari terbenam setelah terjadi ijtima’ hilāl harus ada dalam posisi 
yang mungkin untuk dilihat dengan mata telanjang. Tidak ada ketentuan 













 Muzakarah rukyat dan taqwim Islam negara-
negara MABIMS (Forum mentri-mentri Agama Brunei Darussalam, 
Indonesia, Malaysia, dan Singapura) pada tanggal 19-20 Mei 1998, telah 
bersepakat tentang kriteria yang digunakan dalam penetapan awal bulan 








D. Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perkembangan Penetapan Awal Bulan 
Kamariah di Indonesia 
Ilmu falak dalam catatan sejarah telah ada sejak zaman Nabi Idris As. 
Namun dalam kitab Khulasoh tidak disebutkan hasil temuan tentang ilmu falak 
yang ada pada zaman Nabi Idris, hanya saja ada tanda-tanda penggunaan waktu 
untuk ritual beribadah berdasarkan fenomena alam. Dalam kitab al-Khulāṣah al-
Wafiyyah hanya menyebutkan Nabi Idris As sebagai Ahli an-Nujm.
68
 
Sebelum perkembangan Islam yakni sekitar abad ke-28 Sebelum Masehi, 
menentukan waktu untuk menyembah berhala sudah mulai nampak. Keadaan ini 
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sudah nampak dibeberapa negara seperti Mesir untuk menyembah dewa Orisis, di 
Babilonia dan Mesopotamia untuk menyembah dewa Astoroth dan Baal. 
Sedangkan pengetahuan nama-nama hari dalam satu minggu muncul pada 5000 
tahun sebelum masehi. Masing-masing hari diberi nama benda langit seperti 
Matahari untuk Ahad, Bulan untuk hari Senin, Mars untuk hari Selasa, Merkurius 




 Kemudian sekitar 1000 tahun sebelum masehi, diawali dengan penemuan 
Phytagoras (500 SM) bahwa bentuk Bumi bulat, dilanjutkan pada penemuan Bumi 
dan planet-planet lainnya mengitari Matahari dan berputar pada sumbu porosnya 
yang dikemukakan oleh Heraklitus (315 SM). Bukti ini diperkuat lagi dengan 
penemuan jarak Bumi dan Matahari oleh Aristarchus (230 SM). Selanjutnya 
sekitar tahun 196 SM sudah dapat menghitung keliling Bumi.
70
 
Awal mula pertumbuhan dan perkembangan awal bulan hijriyah di Indonesia 
tentunya bersamaan dengan munculnya ilmu falak (hisab dan rukyat) yakni sejak 
masuknya Islam ke nusantara. Catatan sejarah menunjukan, bahwa sebelum Islam 
ada di nusantara sudah ada penanggalan Soko atau tahun Soko yang digunakan 
umat Budha di Bali. Sedangkan dalam Islam mulai ada embrio perhitungan 
penanggalan yakni sejak Kerajaan Islam Mataram berkuasa yang dipimpin oleh 
Sultan Agung. Beliaulah yang berhasil mengawinkan tahun Soko dengan tahun 
Hijriyah. Awalnya, tahun Soko menggunakan kriteria perhitungan berdasarkan 
Matahari, oleh sultan Agung diubah berdasarkan peredaran Bulan, sedangkan 
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Dari uraian diatas, penggunaan kalender Hijriyah sudah ada sejak zaman 
kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Nusantara, umat Islam sudah terlibat 
penggunaan hisab yang ditandai dengan penggunaan Kalender Hijriyah sebagai 
kalender resmi kerajaan. Setelah adanya penjajahan Belanda di Indonesia terjadi 
pergeseran penggunaan Kalender Hijriyah ke Kalender Masehi. Namun umat Islam 
tetap menggunakan Kalender Hijriah terutama di daerah kerajaan Islam. Tindakan 
ini rupanya tidak dilarang oleh kolonial bahkan penetapannya diserahkan kepada 
penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada, terutama dalam 
menetapkan bulan-bulan yang ada hubungannya dengan persoalan peribadatan 
seperti tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijah.
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Sejak berdirinya ormas Islam, penentuan awal bulan kamariah dilakukan 
oleh masing-masing ormas. Pada masa Proklamasi, berangsur angsur mulai 
diadakan perubahan. Setelah Departemen Agama terbentuk pada tanggal 3 Januari 
1946, maka tugas-tugas pengaturan penentuan awal bulan diserahkan kepada 
Depertemen Agama. Pengaturan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun 
demikian perbedaan masih belum dapat dihindari sama sekali karena adanya dua 
pendapat yang mendasar yakni hisab dan rukyat.
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 Susiknan Azhari, Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi atas Pemikiran 
Saadoe`ddin Djambek), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 10 
72
 Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama. Almanak Hisab Rukyat. (Jakarta: Proyek 
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 2010) hlm. 74 
73
 Susiknan Azhari, Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi atas Pemikiran 
Saadoe`ddin Djambek), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 10 
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Sampai saat ini Ilmu falak telah diajarkan di lembaga-lembaga non-formal 
seperti pondok-pondok pesantren dan madrasah. Sistem pendidikan di lembaga 
non-formal tersebut yakni menggunakan kitab-kitab tradisional seperti Sullam an-
Nayrain, al-Khulāṣah al-Wafiyyah, Fath ar-Rauf al-Manan.
74
 Disamping itu, ilmu 
falak juga diajarkan di perguruan tinggi Islam baik swasta maupun Negeri yang 
berusaha memadukan Khazanah Islam dan Sains Modern. Pada perkembangan 
terakhir ilmu falak telah ada program khusus mulai dari S1, S2, S3.
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 Kitab tersebut tergolong dalam hisab hakiki bi al-taqribi sampai hisab hakiki bi al-Tahqiqi 
selengkapanya lihat di Dito Alif Pratama, Penentuan Awal Bulan Qamariah di Indonesia (Studi 
terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal tahun 
1998-2012), (Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2013) hlm. 39-40 
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 Siti Tatmainul Qulub, Ilmu Falak: dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi, (Depok: PT Raja 
Grafindo Persada, 2017) hlm. 14 
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BAB III 
PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH MENURUT 
MUHAMMADIYAH DAN PEMERINTAH 
A. Sejarah singkat Muhammadiyah dan Majelis Tarjih serta Penetapan Awal 
Bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah tahun 1997-2018 M 
1. Sejarah Muhammadiyah dan Majelis Tarjih 
Organisasi Islam (Ormas) Muhammadiyah lahir di Yogyakarta tepatnya 
di daerah Kauman pada tanggal 18 November 1912 M bertepatan dengan 8 
Zulhijjah 1330 H. Pendiri Organisasi Muhammadiyah yakni Muhammad 
Darwisy yang dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan Ormas 
Muhammadiyah atas saran dari beberapa sahabat dan murid-muridnya dengan 




Faktor pendorong kelahiran Ormas Muhammadiyah bermula dari 
kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial ini 
terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan 
umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang 
mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial positif di samping 
                                                             
1
 Syamsul Hidayat dkk, Studi Kemuhammadiyahan (Kajian Historis, Ideologis dan 
Organisatoris), (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (LPID-UMS), cet. IV 2012) hlm. 243 
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syarat dengan tahayyul, Bid’ah, Churafat (TBC). Sedangkan kegelisahan 
moral disebabkan oleh kaburnya batasan baik dan buruk serta kepantasan.
2
 
Menurut A. Jainuri faktor yang mendorong timbulnya gerakan 
Muhammadiyah meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu 
berkaitan dengan kondisi kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia 
yang dianggapnya telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Dilihat 
secara historis, Islam datang ke tanah jawa kehidupan keagamaan yang 




Sedangkan secara eksternal berkaitan dengan politik Islam Belanda 
terhadap kaum muslimin di Indonesia, pengaruh ide dan gerakan dari Timur 
Tengah, dan juga kesadaran dari beberapa pimpinan Islam tentang kemajuan 
yang telah dicapai oleh barat. Beberapa faktor eksternal ini juga mempercepat 




Dalam perjalanannya, Muhammadiyah mempunyai prinsip utama 
perjuangan yang merupakan ciri utama untuk membedakan Muhammadiyah 
dengan gerakan lain. Prinsip utama dalam gerakan Muhammadiyah yakni 
gerakan sosial keagamaan. Prinsip utama tersebut merupakan penentu 
motivasi, arah dan bentuk setiap aktivitas Muhammadiyah serta badan-badan 
pembantu dan amal usahanya. Pada intinya, prinsip gerakan Muhammadiyah 
                                                             
2
 M. Yunan Yusuf dkk, Ensiklopedi Muhammadiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2005), hlm. 251 
3
 M. Din Syamsuddin (ed.), Muhammadiyah Kini & Esok, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 
1990) hlm. 35 
4
 M. Din Syamsuddin (ed.), Muhammadiyah ..., hlm. 35 
50 
 
terdiri dari lima prinsip: (a). Gerakan Islam; (b). Gerakan sosial; (c). Gerakan 
dakwah; (d). Gerakan tajdid; (e). Gerakan ilmu.
5
 
Sampai saat ini Muhammadiyah telah mendirikan tujuh organisasi 
otonom yang berada di bawah naungan PP Muhammadiyah. Organisasi 
tersebut meliputi Pemudah Muhammadiyah (PM), Aisyiyah, Nasiyatul 
Aisyiah (NA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah, Hisbul Wathan (HW), dan Tapak Suci Muhamadiyah. 
Selain itu, Muhammadiyah memiliki 8 Lembaga yang terdiri dari Lembaga 
Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Pembina dan Pengawasan 
Keuangan, Lembaga penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penanganan 
Bencana, Lembaga Zakat Infaq dan Sedekah, Lembaga Hikmah dan 
Kebijakan Publik, Lembaga Seni Budaya dan Kerjasama Internasional.
6
 
Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah suatu badan pembantu 
pimpinan pusat Muhammadiyah yang mempunyai kewenangan membahas 
masalah-masalah ketarjihan yang muncul di lingkungan masyarakat dalam 
lingkup agama Islam.
7
 Selain Majlis Tarjih tercatat Muhammadiyah memiliki 
12 Majlis lainnya
8
 yakni Majelis Tabligh, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis 
Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Kader, Majelis 
Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pustaka dan 
                                                             
5
 Abdul Munir Mulkhan, Masalah-Masalah Teologi & Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah, 
(Yogyakarta: Roykhan, 2005) hlm.49 
6
 http://www.muhammadiyah.or.id/content-54-det-struktur-organisasi.html diakses pada 
13-07-2019 pukul 10.37 
7
 Syarif Hidayatullah, Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85-86 
8
 Total 13 Majlis 
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Informasi, Majelis Lingkungan Hidup, Majelsi Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, serta Majelis Waqaf dan Keharatabendaan.
9
 
Pembentukan Majlis Tarjih dan Tajdid awal mulanya di bentuk pada 
tahun 1927 dalam kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan. Saat itu 
nama lembaga ini yakni Majlis Tarjih karena pada tahap-tahap awal, tugas 
majlis ini sekedar memilah antara pendapat yang ada dalam khazanah 
pemikiran Islam serta memiliki dasar paling kuat yang dinamakan metode 
tarjih.
10
 Tentu, hal ini disebabkan karena Muhammadiyah tidak menganut 
madzhab tertentu.   
Tugas penting dari Majlis Tarjih adalah mengeluarkan fatwa dan atau 
memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu yang dipertikai oleh 
masyarakat muslim.
11
 Sedangkan tugas pokok Majelis Tarjih lebih rinci 
diatur sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah no 594 1954 yang di sempurnakan dengan keputusan PP 
Muhammadiyah no 1 tahun 1961 yakni: 
a. Badan yang menangani permasalahan dalam penetapan hukum atau 
kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan agama sebagai redefinisi 
makna dalam nas; 
b. Merumuskan kaidah dalam bidang tauhid, ibadah dan muāmalah untuk 
pedoman keluarga Muhammadiyah; 
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 http://www.muhammadiyah.or.id/content-54-det-struktur-organisasi.html diakses pada 
13-07-2019 pukul 10.43 
10
 Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanya Jawab Agama 3, 
(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm. 226 
11
 Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 86-87 
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c. Membangun kompetensi ulama Muhammadiyah sebagai penopang 
eksistensi Muhammadiyah. 
Dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Muhammadiyah memulai 
awal bulan dengan kriteria ḥilāl di atas ufuk pada saat matahari terbenam. 
Bagi Muhammadiyah, penentuan awal bulan dengan metode hisab memiliki 
kedudukan yang sama dengan rukyat. Kata rukyat tidak di aplikasikan dengan 
rukyat bi al-fi’li melainkan cukup dengan rukyat bi al-ilmi.   
Tugas pokok dan kegiatan Majlis Tarjih mencakup berbagai bidang 
dalam mengkaji khilafiyah di lingkungan perserikatan. Maka persoalan hisab 
rukyat juga merupakan hasil kajian atau ijtihad Majlis Tarjih. Kebijakan 
hisab rukyat Muhammadiyah tertuang dalam keputusan Muktamar di 
Pencongan Wiradesa Pekalongan yakni pada 1972. Berikut hasil Muktamar 
tentang hisab rukyat: 
a. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah Majlis Tarjih untuk 
berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk 
kesempurnaan penentuan hisab dan mematangkan persoalan tersebut 
untuk kemudian membawa acara itu pada muktamar yang akan datang. 
b. Sebelum ada ketentuan hisab yang pasti, Majlis mempercayakan kepada 
PP Muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadhan, 1 Syawal serta 1 
Dzulhijjah. 
c. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, PP Muhammadiyah Majlis 
Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungan kepada Pimpinan Wilayah 
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Muhammadiyah untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya segera 
dikirimkan kepada PP Muhammadiyah Majlis Tarjih. 
d. Tanpa mengurangi keyakinan atau pendapat para ahli falak dilingkungan 
keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi 




Memaknai hasil Muktamar di atas, dapat disimpulkan bahwa 
Muhammadiyah lebih dominan menggunakan hisab dari pada rukyat sebagai 
metode penentuan awal bulan Kamariah. Saat ini perkembangan ilmu 
pengetahuan terutama dalam hal astronomi modern yang sudah mencapai 
level hisab Tahqiqi Tadqiqi (kontemporer). Hasil hisab seolah-olah hampir 
mendekati kejadian yang sebenarnya dari pergerakan Bumi, Bulan dan 
Matahari dengan adanya temuan-temuan baru sains modern. Penggunaannya 
pun oleh Muhammadiyah semakin mendominasi. Maka dari itu, Metode 
penetapan awal bulan yang dipedomi oleh muhammadiyah sampai saat ini 
ialah menggunakan hisab wujūd al-hilāl. 
2. Hasil Maklumat Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah dari 
Tahun 1997 M (1418 H) – 2018 M (1439 H) 
Berikut ini Hasil Penetapan Awal Bulan Muhammadiyah dengan 
menggunakan kriteria hisab wujūd al-hilāl mulai tahun 1997 M – 2018 M: 
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 PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: tp, 
tt) cet III, hlm. 370 
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2000 M / 
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  Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama RI: 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah 
(1382 H - 1432 H/1962 M-2011 M, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam RI, 2001), hlm. 259 
14
 Surat penegasan tentang 1 Syawal 1418 H Pada Tanggal 29 Januari 1998 no. 
1.A/5/b/1354/1997 tanggal 21 Januari 1997 M, selengkapnya lihat lampiran  
15
 Tim Penerbit SM, “Pengumuman PP Muhammadiyah Majlis Tarjih dan Pengembangan 
Pemikiran Islam tentang Tanggal satu Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah 1419 H, dalam Suara 
Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah No. 24 Th. Ke-83 (Desember, 16-31/1998/ Ramadhan, 
1419) hlm. 31 
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 Kementerian Agama, Keputusan ..., hlm. 279 
18
 Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 07/Mkl/I-A/1.a/2000 tentang 
Permulaan Ibadah Ramdhan, `Idul Fithri dan `Idul Adha Tahun 1421 Hijriyah 
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 Tim Penerbit SM, “Maklumat Pimpunan Pusat Muhammadiyah”, Suara Muhammadiyah 
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 Syawal Senin Wage, 
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 Zulhijjah Kamis Pon, 
22 Januari 


















Ramadan Kamis Wage, 
14 Oktober 
2004 M pukul 
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 Tim Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, “Hasil Hisab untuk 1 Ramadhan, 
1 Syawwal dan 1 Dzulhijjah 1423 H Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam”, 
(Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah) lihat lampiran. 
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 Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, “Hasil Hisab Majels Tarjih dan 
Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah”, (Yogyakarta: Majelis Tarjih 
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 Syawal Jumat Pon, 12 
Nopember 
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 Zulhijjah Sabtu Pahing, 
31 Desember 













Ramadan Jumat, 22 
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 46’ 58” Senin, 23 
Oktober 
2006 M  
Hilal sudah 
wujud 
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 Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, “Hasil Hisab Majels Tarjih dan 
Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah”, (Yogyakarta: Majelis Tarjih 
dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah) lihat lampiran. 
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 Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, “Hasil Hisab Majels Tarjih dan 
Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah”, (Yogyakarta: Majelis Tarjih 
dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah) lihat lampiran. 
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 Tim Penerbit, Berita Resmi Muhammadiyah No. 03 Tahun 2006 Sya’ban 1427 H / 
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 Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, “Hasil Hisab Majels Tarjih dan 
Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah”, (Yogyakarta: Majelis Tarjih 
dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah) lihat lampiran. 
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 Tim Penerbit, Berita Resmi Muhammadiyah No.05 Tahun 2008 Rajab 1429 H / Agustus 
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 Tim Penerbit, Berita Resmi Muhammadiyah No. 06 Rajab 1430 H / Juli 2009 M 
28
 Lihat maklumat Penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawwal, 1 Dzulhijjah 1431 Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Pada Tanggal 04 Sya’ban 1431 H / 16 Juli 2010 M 
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 Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah 1432 
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 38’ 40” Jumat 
Kliwon, 20 
Juli 2012 M 
Hilal sudah 
wujud 











 Zulhijjah Senin Pahing, 
15 Oktober 




 32’ 36 Rabu Wage, 
17 2012 M 
Istikmāl 




Ramadan Senin Pon, 8 





 44’ 59” Selasa Wage, 
















 Zulhijjah Sabtu Pahing, 
5 Oktober 













Ramadan Jumat Pahing, 
27 Juni 2014 
0
o
 31’ 17 Sabtu Pon, 
28 Juni 2014 
Hilal sudah 
wujud 
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 Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah 1433 
Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 25 Rajab 1433 H / 15 Juni 2012 M 
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 Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah 1434 
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 15’ 59” Kamis Pon, 
18 Juni 2015 
M 
Istikmāl 
 Syawal Kamis Legi, 





 22’ 48” Jumat 
Pahing, 17 
Juli 2015 M 
Hilal sudah 
wujud 
 Zulhijjah Ahad Kliwon, 
13 September 
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Pahing, 6 
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Hilal sudah 
wujud 
 Syawal Senin 





 19’ 13” Rabu Pahing, 
6 Juli 2016 
M 
Istikmāl 
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 Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1435 Hijriyah 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 09 Rajab 1435 H / 08 Mei 2014 M 
33
 Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1436 Hijriyah 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 09 Rajab 1436 H / 28 April 2015 M 
34
 Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1437 Hijriyah 



















 Zulhijjah Kamis Wage, 
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 22’ 59” Sabtu 
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Mei 2017 M 
Hilal sudah 
wujud 
 Syawal Sabtu 
Kliwon, 25 
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 Zulhijjah Selasa Wage, 
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 02’ 50” Kamis 
Pahing, 17 
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Istikmāl 
 Syawal Kamis 
Kliwonm 14 





 35’ 20” Jumat Legi, 
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 Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1438 Hijriyah 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 H / 01 Maret 2017 M 
36
 Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1435 Hijriyah 





B. Sejarah singkat Badan Hisab rukyat, Sidang Iṡbat, serta Penetapan Awal 
Bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah tahun 1997-2018 M 
1. Sejarah Badan Hisab Rukyat dan Sidang Iṡbat Kementerian Agama RI 
Sejak zaman berkuasanya kerajaan Islam di Indonesia, Masyarakat 
sudah mulai menggunakan penanggalan hijriyah di berbagai kerajaan-
kerajaan yang berbasis Islam. Pemerintah Belanda sendiri menggunakan 
penanggalan Masehi untuk kegiatan-kegiatan Administrasi Pemerintahan.  
Setelah Indonesia merdeka, maka secara berangsur-angsur mulai ada 
perubahan dalam melakukan kewenangan terhadap penetapan hari libur, 
pengaturan tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah diserahkan kepada 
Departemen Agama. Seperti kewenangan yang tertuang dalam Penetapan 
Pemerintah Nomor 2/Um No. 7/Um No. 9/Um dan dipertegas dalam 
Keputusan Presiden No. 25 tahun 1967 No. 148/1968 dan No. 10 tahun 1971. 
Pengaturan ini berlaku untuk seluruh Indonesia.
37
 
Pemerintah (Departemen Agama) berusaha mempertemukan paham ahli 
hisab dan rukyat untuk menjaga persatuan dan Ukhuwah Islamiyah. 
Pertemuan antara ahli hisab dan rukyat dikalangan dengan mengadakan 
musyawarah-musayawarah, konferensi-konferensi untuk membicarakan hal-
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 Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Proyek 
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2010) hlm. 22 
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hal yang memungkinkan dapat menyebabkan perbedaan dalam menentukan 
hari-hari besar Islam. Walaupun pada akhirnya tidak dapat disatukan, jangan 
sampai perbedaan tersebut menimbulkan pertentangan-pertentangan di 
kalangan masyarakat lebih meluas.
38
  
Pada tanggal 12 Oktober 1971 diadakan musyawarah di mana pada 
waktu itu terjadi perbedaan pendapat mengenai jatuhnya tanggal 1 Ramadan 
1391. Dalam musyawarah ini dapat dinetralisir adanya perbedaan-perbedaan 
dan dapat meniadakan ketegangan dikalangan masyarakat. Hal ini juga terjadi 
pada tahun berikutnya yakni pada penetapan 1 Zulhijjah 1972/1391. Setelah 
mengadakan beberapa kali pertemuan maka dalam rapat pada tanggal 23 
Maret 1972 tim perumus mengambil keputusan sebagai berikut: 
a. Bahwa tujuan dari hisab dan rukyat ialah mengusahakan bersatunya umat 
Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah 
b. Bahwa status daripada Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah resmi dan 
berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 
berkedudukan di Jakarta 
c. Bahwa tugas dari Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah memberi advis 
dalam hal penentuan permulaan tanggal dan bulan Kamariah kepada 
Menteri Agama 
d. Bahwa keanggotaan Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah terdiri dari 
satu anggota tetap (inti) yang mencerminkan tiga unsur, yaitu: 
1) Unsur Departemen Agama; 
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 Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, Almanak ..., hlm. 75 
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2) Unsur ahli-ahli Falak dan atau Hisab; 
3) Unsur ahli hukum Islam atau Ulama39 
Selanjutnya pembentukan BHR secara sah setelah dikeluarkannya SK 
Menteri Agama No. 76 tahun 1972 pada tanggal 16 Agustus 1972 tentang 
pembentukan Badan Hisab dan Rukyat (BHR) yang diktum putusannya yakni 
sebagai berikut: 
Pertama  : Membentuk Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama 
Kedua  : Tugas Badan Hisab dan Rukyat ialah memberikan saran 
kepada Menteri Agama dalam penentuan permulaan tanggal 
bulan-bulan kamariah 
Ketiga  : Kepengurusan dari BHR terdiri atas ketua, wakil ketua, 
sekretaris, anggota-anggota tetap dan tersebar 
Keempat  : Anggota-anggota tetap tersebut merupakan pengurus 
harian yang menangani masalah sehari-hari, sedangkan 
anggota tersebar bersidang khusus waktu-waktu tertentu 
Kelima   : Anggota-anggota tersebar diangkat dengan keputusan 
tersendiri oleh Dirjen Bimas Islam 
Keenam  : Badan Hisab dan Rukyat tersebut dalam melakukan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Peradilan 
Agama 
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 Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, Almanak ..., hlm. 75-76 
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Ketujuh  : Kepada ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota-
anggota mendapatkan honor menurut peraturan yang 
berlaku 
Kedelapan : Segala Pengeluaran Biaya dari Badan Hisab dan Rukyat 
tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen 
Agama m.a 18.1.233 dan 18..1.1.241 dan untuk tahun-tahun 
selanjutnya m.a yang selaras untuk itu 
Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
40
 
Selanjutnya Sesuai dengan SK Menteri Agama No. 77 Tahun 1972 
tanggal 16 Agustus 1972 telah melantik dan menunjuk Sa’adoeddin Djambek 
sebagai Ketua sekaligus Anggota BHR. Latar belakang didirikannya BHR 
adalah sebagai berikut: 
a. Masalah Hisab dan Rukyat awal tiap bulan kamariah merupakan masalah 
penting dalam menentukan hari-hari besar umat Islam; 
b. Hari-hari besar tersebut berkaitan dengan ibadah umat Islam, hari libur, 
hari kerja, dll. Juga karena menyangkut masalah pergaulan antar umat 
Islam maupun saudara-saudara sebangsa; 
c. Pada prinsipnya perbedaan dapat menimbulkan pertentangan dalam 
partisipasinya membangun bangsa dan negara. Maka dari itu, persatuan 
umat Islam dalam melaksanakan Ibadah perlu diupayakan.
41
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 Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, Almanak ..., hlm. 77-78 
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 Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, Almanak ...., hlm. 78-79 
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Pada tahun 2014, BHR berubah menjadi Tim Hisab Rukyat (THR), 
dengan pertimbangan pada Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2014 tentang 
pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 
14 Tahun 2014 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi eselon 1 Kementrian 
Negara. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 
2014 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama. Dengan 
berubahnya nama tersebut maka BHR sudah tergantikan oleh Tim Hisab 
Rukyat dengan kepengurusan yang berbeda.
42
 
Pada awalnya kriteria Imkan ar-Rukyat yang dikembangkan oleh 
pemerintah bermula pada kriteria yang disepakati Istanbul Turki. Pada tahun 
1978, negara-negara Islam se-dunia menyepakati ketentuan sebagai berikut: 
a. Tinggi ḥilāl tidak kurang dari 5 derajat dari ufuk barat 
b. Jarak sudut ḥilāl ke Matahari (elongasi) tidak kurang dari 8 derajat 
c. Umur ḥilāl tidak kurang dari 8 jam setelah terjadi ijtima’.
43
 
Namun dalam perkembangannya, kriteria ini nampak adanya 
penyesuaian seiring dengan letak geografis dan kesulitan teknis lainnya. 
Misalnya negara-negara dalam kawasan ASEAN yang memiliki geografis 
tropis. Pada tahun 1990, negara-negara Islam di ASEAN seperti Malaysia, 
Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura bersepakat untuk menyatukan 
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 Lihat keputusan  Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 178, perubahan kedua atas 
Keputusan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat 
Kementerian Agama Tahun 2014. 
43
 Jayusman, “Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di 
Indonesia”, MADANIA, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, Vol. XVIII, No. 2, Desember 
2014), hlm. 11 
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kriteria keboleh tampakan ḥilāl (visibilitas ḥilāl) dengan ketentuan 
berdasarkan kriteria Turki dan penggabungan hisab rukyat, kriteria yang 
disepakati yakni sebagai berikut: 
a. Tinggi ḥilāl tidak kurang dari 2 derajat 
b. Jarak sudut ḥilāl ke Matahari tidak kurang dari 3 derajat 
c. Umur ḥilāl tidak kurang dari 8 jam setelah ijtima’ terjadi.44 
Sebagai pemegang otoritas dalam menyelesaikan permasalahan yang 
terjadi di masyarakat, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Departemen 
Agama mengambil keputusan dalam penentuan awal bulan Ramadan, 
Syawal, Zulhijjah dan membentuk Badan Hisab Rukyat pada tanggal 16 
Agusutus 1972.
45
 Walaupun pada saat itu, pemerintah dalam menetapkan 
awal bulan belum menggunakan kriteria MABIMS.  
Pada dasarnya pemerintah RI (Kemenag) berusaha untuk menyatukan 
atau memfasilitasi perbedaan dalam penetapan awal bulan dengan 
pertimbangan kemaslahatan umum, keseragaman, dan bersatunya umat. 
Sebagaimana dasar kaidah yang dijadikan patokan (referensi) pemerintah 
yakni: Ḥukmul ḥākim ilzāmu wa yarfa`ul khilāf. Sebagai upaya 
penyeragaman penetapan, pemerintah melakukan berbagai hal dalam proses 
penetapan awal bulan kamariah, diantaranya: 
a. Menghimpun data hisab dari berbagai kalender dan sistem yang ada di 
Indonesia 
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 Jayusman, “Kebijakan ..., hlm. 10 
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 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama no. 76 tahun 1972 
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b. Menyelenggarakan musyawarah kerja tahunan untuk mengevaluasi 
pelaksanaan hisab dan rukyat, serta menyediakan data untuk menyusun 
kalender dan pedoman rukyat. Musyawarah tersebut diikuti oleh unsur 
Departemen Agama (Depag), Badan Meteorologi dan Geofisika 
(BMKG), Planetarium dan Observatorium Jakarta, Observatorium 
Boscha ITB Bandung, Ormas Islam, dan ahli hisab rukyat perorangan 
c. Data hisab tersebut dibahas oleh Badan Hisab Rukyat Departemen 
Agama. Badan Hisab dan Rukyat memberikan laporan dan saran kepada 
Mentri Agama tentang kemungkinan jatuhnya awal dan akhir Ramadan. 
Badan Hisab Rukyat terdiri dari unsur Departemen Agama, unsur MUI, 
serta Unsur-unsur yang disebutkan sebelumnya 
d. Pada tanggal 29 Sya’ban dan Ramadan (mulai tahun 2000 akhir 
Zulqa’dah termasuk dilakukan Sidang Iṡbat) seluruh jajaran Depag, 
ormas-ormas Islam, dan Unsur lainnya, melakukan rukyat dan 
melaporkan hasilnya ke Departemen Agama Pusat. 
e. Menteri Agama pada malam itu juga memimpin Sidang Iṡbat penetapan 
awal Ramadan atau Syawal, setelah menerima laporan tentang hasil 
rukyat dan data hisab. Sidang Iṡbat dihadiri oleh anggota Badan Hisab 
Rukyat (BHR), Majlis Ulama Indonesia (MUI), wakil Ormas Islam (NU, 
Muhammadiyah, Persis, LDII dan Ormas minoritas lainnya) dan 
undangan khusus. Hasil Sidang Iṡbat dituangkan dalam surat keputusan 
menteri Agama tentang penetapan Ramadan, Syawal, Zulhijjah, yang 
70 
 




Merujuk pada proses di atas, MUI mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 
2004 tentang penetapan awal bulan menyatakan bahwa seluruh umat Islam di 
Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI dalam hal ini Departemen 
Agama atau Kementrian Agama.
47
 Maka sudah jelas bahwa pemerintah 
mengupayakan untuk menyatukan penetapan awal bulan dan sudah 
sepatutnya umat islam untuk mengikuti keputusan pemerintah apabila benar-
benar ingin menghilangkan perbedaan. 
Menurut Susiknan Azhari bahwa Indonesia memegang prinsip 
wilayatul hukmi, yaitu apabila ḥilāl terlihat di daerah manapun di seluruh 
Nusantara, maka dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. 
Konsekuensinya, meskipun wilayah Indonesia dilewati oleh garis 
penanggalan Islam Internasional yang secara teknis berarti bahwa wilayah 
Indonesia terbagi menjadi dua bagian yang mempunyai tanggal hijriyah 
berbeda, akan tetapi penduduk Indonesia melaksanakan serentak. Hal ini 
tentu berdasarkan hasil ketetapan pemerintah atau Kemenag.
48
 
2. Hasil Penetapan Sidang Iṡbat Pemerintah Tahun 1997 M (1418 H) – 1998 M 
(1439 H) 
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 Dahlia Haliah Ma`u, “Otoritas Pemerintah dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah 
(Studi terhadap pandangan dosen IAIN Pontianak)”, Jurnal Katulistiwa – Journal of Islamic 
Studies, (Pontianak: IAIN Pontianak, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016, hlm. 11 
47
 Lihat dalam Keputusan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. 
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Sidang Iṡbat yaitu Sidang untuk menetapkan awal puasa dan dua hari 
raya yang dipimpin oleh Menteri Agama RI.
49
 Sidang ini sudah 
diselenggarakan oleh Departemen Agama (Kemenag RI sekarang-red) sejak 
tahun 1950 M.
50
 Penyelenggaraan Sidang Iṡbat ini pada awalnya didasarkan 
fatwa para ulama bahwa negara mempunyai hak untuk menentukan kapan 
jatuhnya 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijah. Kemudian sejak dibentuknya 
BHR pada tahun 1972 M, maka menteri agama dalam menetapkan awal bulan 
Ramadan, Syawal, Zulhijah mempertimbangkan data-data dari BHR dan 
saran-saran peserta Sidang Iṡbat. 
Berikut ini hasil Penetapan Awal Bulan Pemerintah (Kemenag RI) 
dengan menggunakan perpaduan hisab dan rukyat yang dikenal dengan 
kriteria imkan ar-rukyah ketinggian ḥilāl saat terbenam minimal 2 derajat 
elongasi 3 derajat, umur bulan 8 jam mulai tahun 1997 M – 2018 M: 















1997 - 1998 
M / 1418 H 





- 7 derajat 
sampai - 4 
derajat  
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  Susiknan Azhari, Ensiklopedi ..., hlm. 106 
50
 Lihat https://id.m.wikipedia.org/wiki/sidang_isbat bandingkan dengan 
https://m.merdeka.com/peristiwa/sejarah-sidang-isbat-di-indonesia.html diakses pada Senin, 05 
Agustus 2019 pukul 11:07 WIB 
51
 Lihat Penetapan dari Kemenag RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Keputusan Menteri Agama RI 1 
Ramadlan, Syawal, dan Dzulhijjah 1381 H-1432 H / 1962 M (Jakarta: Kementerian Agama RI, 





























 Zulhijjah    Belum ada 
data 
penetapan 
1998 - 1999 
M / 1419 H 












 Syawal Ahad, 17 
Januari 











 Zulhijjah    Belum ada 
data 
penetapan 
1999 - 2000 
M / 1420 H 

































 Zulhijjah    Belum ada 
data 
penetapan 
2000 - 2001 
M / 1421 H 
























































2001 - 2002 
M / 1422 H 











































2002 - 2003 
M / 1423 H 























































2003 - 2004 
M / 1424 H 








































2004 - 2005 
M / 1425 H 




























 Zuhijjah    Tidak ada 
data 
penetapan 
2005 - 2006 
M / 1426 H 
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Istikmāl 
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 Syawal Rabu, 8 -2
o








































2011 M / 
1432 H 
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 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Ramadlan 1433 H / 2012 M, Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharma Ali 
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 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 120 Tahun 2012 Tentang Penetapan Tanggal 1 


































2013 M / 
1434 H 


















































2014 M / 
1435 H 

















 Syawal Ahad, 27 2 derajat Senin, 28 Rukyat
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 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 159 Tahun 2012 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Dzulhijjah 1433 H / 2012 M, a.n Menteri Agama Republik Indonesia Wakil Menteri Agama 
Nasaruddin Umar 
55
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 132 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Ramadan 1434 H Tahun 2013 M, Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharma Ali 
56
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 152 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Syawal 1434 H Tahun 2013 M, Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharma Ali 
57
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 192 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Zulhijjah 1434 H Tahun 2013 M, a.n Menteri Agama Republik Indonesia Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam Abdul Djamil 
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 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 





















Juli 2014 M 

















2015 M / 
1436 H 



















































2016 M / 
1437 H 
















 Syawal Senin, 4 -2
o
 45’ Rabu, 6 Juli Istikmāl
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 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 130 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Syawal 1435 H Tahun 2014 M, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin 
60
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 158 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Zulhijjah 1435 H Tahun 2014 M, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar 
61
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 144 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Ramadan 1436 H, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin 
62
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 206 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Syawal 1436 H, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin 
63
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 279 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Zulhijjah 1436 H, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin 
64
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 269 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Ramadan 1437 H, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin 
65
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 343 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tanggal 1 
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2018 M / 
1439 H 














 Syawal Kamis, 14 6
o
 4’ sampai Jum’at, 15 Rukyat
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 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 508 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Zulhijjah 1437 H, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin 
67
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 361 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Ramadan 1438 H, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin 
68
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 501 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Syawal 1438 H, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin 
69
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 610 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Zulhijjah 1438 H, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin 
70
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Ramadan 1439 H, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin 
71
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tanggal 1 



















 34’ Juni 2018 
M 


















Pemerintah dalam menetapkan ketetapan di atas menggunakan kriteria 
imkan ar-rukyah seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Setelah itu 
ditetapkan ke seluruh Indonesia. 
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 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tanggal 1 
dan 10 Zulhijjah 1439 H, a.n Menteri Agama Republik Indonesia Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam Muhammadiyah Amin 
BAB IV 
ANALISIS PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENETAPAN AWAL 
RAMADAN, SYAWAL, ZULHIJAH MENURUT MUHAMMADIYAH 
DAN PEMERINTAH 
A. Analisis Pandangan Muhammadiyah terhadap hasil sidang Iṡbat Kemenag 
Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 
Pemerintah dalam menetapkan awal bulan kamariah yaitu menggunakan 
kriteria imkan ar-Rukyah MABIMS. Imkan ar-Rukyah didasarkan pada 
kemungkinan hilal dapat di lihat dengan 3 kriteria yakni tinggi hilal minimal 2 
derajat dari ufuk, jarak lengkung Bulan – Matahari tidak kurang dari 3 derajat 




Pemerintah menggunkan kriteria di atas sejak tahun 1992 yang berdasarkan 
hasil Musyawarah Jawatankuasa ke-3 Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam 
Negara MABIMS di Labuan Malaysia pada tanggal 1-2 Juni 1992 M. Metode ini 
kemudian disempurnakan pada Musyawarah MABIMS tentang Rukyat dan 
Taqwim ke-9 di Singapura pada tanggal 19-20 Mei. Pemerintah berdasarkan 
keputusan di atas dapat memilih salah satu kriteria saja dan tidak saling berkaitan. 
Maksudnya yakni apabila tinggi hilal telah mencapai 2
o
 maka kriteria umur bulan 
dan elongasi dikesampingkan. Demikian juga apabila elongasi atau umur bulan 
telah mencapai 3
o
 atau 8 jam maka ketinggian dapat dikesampingkan. 
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 Lihat hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS 




Kriteria hisab Muhammadiyah telah mengalami beberapa perubahan 
menyesuaikan perkembangan dan perbaikan kriteria sebelum menggunakan 
kriteria wujūd al-hilāl. Hisab yang dipakai sebelum wujūd al-hilāl yakni hisab 
hakiki dengan kriteria imkan ar-rukyah. Selanjutnya Muhammadiyah 
menggunakan ḥisab hakiki dengan kriteria ijtima’ qabla al-ghurub.
2
 Dengan 
demikian lahirnya kriteria wujūd al-hilāl telah melalui beberapa tahapan. 
Nampaknya Muhammadiyah dalam menetapkan awal Bulan Kamariah 
sejalan dengan hadis inna ummatun ummiyatun.
3
 Jika menggunakan data hisab 
kontemporer (Ephemeris) maka sudah bisa dipastikan umur Bulan dalam satu 
bulan berkisar hanya 29 hari atau 30 hari. Namun, penulis berpendapat bahwa 
untuk mengakuratkan hasil hisab perlu adanya penelitian dan observasi terhadap 
pergerakan Bulan dan Matahari. Jalan satu-satunya untuk mengkoreksi data hisab 
yakni dengan rukyat (observasi). 
Penggunaan hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah dianggap dapat 
memberikan solusi terhadap rukyat yang dilakukan oleh Pemerintah. Fenomena 
rukyat sering kali gagal karena keadaan cuaca, ufuk yang terhalang mendung 
ataupun kriteria Pos Observasi yang kurang layak menimbulkan bahwa hisab 
                                                             
2
 Rupi’i Amri, “Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah 
(Studi atas Kriteria Wujud al-Hilal dan Konsep Matla’)”, Disertasi Program Doktor IAIN 
Walisongo, (Semarang, 2012) hlm. 171 
3
 Riwayat al-Bukhori dan Muslim lihat Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, 
Sahih ... hlm. 729 Lihat juga di Abi al-Husein Muslim bin Hajjaj, Shohih Muslim, (Beirut: Daar al-
Kitab al-Alamiyah, tth) hlm. 761 dan Abi `Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin 
Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja`fiy, Shahih Bukhari, (Beirut: Daar al-Kitab al-„Alamiyah, 





 Penulis mengambil contoh pada kasus penetapan 
Awal awal Zulhijah 1421 H dan Ramadan 1422 H.  
Penetapan awal Zulhijah 1421 beberapa wilayah Indonesia sudah mencapai 
2
o
 30’. Saat itu usaha rukyah al-hilāl yang dilakukan oleh BHR berhasil melihat 
hilal di wilayah Blitar. Posisi hilal diketahui terlihat miring ke kiri (selatan). Lama 
hilal terlihat antara 3-5 menit. Dengan demikian laporan rukyatul hilal bisa 
diterima dan ditetapkan awal Zulhijah keesokan harinya.
5
 Berbeda pada tahun 
berikutnya yakni awal Ramadan 1422 H. Beberapa wilayah Indonesia ketinggian 
hilal mencapai 2
o
 20’ ketinggian hilal hampir sama dengan kasus awal Zulhijah 
1421 H. Usaha rukyah al-hilāl yang diadakan oleh pemerintah di 45 titik Pos 
Observasi seluruh Indonesia belum membuahkan hasil sehingga akhir Sya’ban di 
istikmāl-kan atau Sya’ban digenapkan menjadi 30 hari.
6
 
Menyikapi hasil rukyat yang terkadang tidak membuahkan hasil maka 
Muhammadiyah berusaha memberikan kepastian kepada umatnya dengan 
menetapkan awal bulan menggunakan kriteria wujūd al-hilāl. Muhammadiyah 
menetapkan awal Zulhijjah 1421 H sama dengan pemerintah yakni pada Sabtu 24 
Pebruari 2001 M. Berbeda dengan awal Ramadan 1422 H, Muhammadiyah 
mendahului pemerintah karena pada saat itu menurut hisab Muhammadiyah hilal 
telah wujud. Sedangkan hasil usaha rukyah al-hilāl tidak membuahkan hasil. 
Pemerintah sampai saat ini telah berupaya untuk menemukan solusi 
kebersamaan dalam kriteria baru namun tampaknya Muhammadiyah belum bisa 
                                                             
4
 Syamsul Anwar, Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi, (Yogyakarta: Suara 
Muhammadiyah, 2011) hlm. 181 
5
 Lihat lampiran awal bulan 1421 H 
6
 Lihat lampiran awal bulan 1422 H 
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menerima. Solusi berikutnya yakni pemerintah mengajak kembali agar 
Muhammadiyah dapat berpartisipasi dalam Sidang Iṡbat yang tidak hadir pada 
sidang tahun 2012-2014.
7
 Hal ini juga selaras dengan pendapat Muhammadiyah.
8
 
Pemerintah setiap tahunnya menyelenggarakan Sidang Iṡbat, dimana setiap 
ormas ikut hadir mengikuti jalannya sidang untuk menuai kesepakatan. 
Muhammadiyah memandang hanya sebatas pada pelaksanaannya dan menghadiri 
Sidang Iṡbat karena dalam pelaksanaan Sidang Iṡbat pemerintah berusaha 
mengakomodir semua pendapat peserta sidang lalu diputuskan dalam bentuk 
keputusan menteri agama.
9
 Artinya Muhammadiyah memandang perlu untuk 
berkontribusi dalam Sidang Iṡbat apabila dalam pelaksanaan dapat mengakomodir 
dan mengayomi peserta yang hadir. 
Sidang Iṡbat pada penetapan Syawal tahun 2011 merupakan pertama 
kalinya sidang diliput di media massa.
10
. Sidang Iṡbat dimulai dengan pemaparan 
mengenai hisab posisi hilal pada petang hari di berbagai daerah rata-rata hilal 
                                                             
7
 Seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwa selama belum ada kesepakatan tentang 
kriteria baru maka upaya pemerintah fokus pada visi awal pembentukan BHR yang telah di bahas 
di atas. Hal ini juga salah satu upaya THR dalam mengakomodir agar pendapat setiap ormas dapat 
tersampaikan dalam sidang. Wawancara dengan H. Ismail Fahmi, S. Ag sebagai Kepala Seksi 
Hisab Rukyat, Direktorat Jendral Bimas Islam di Jl. M.H Thamrin No.6 Rt.2 / Rw. 1, Kebon Sirih, 
Kec Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kantor Kementerian Agama lt. 7 bagian Kasi hisab 
rukyat pada Selasa 28 Mei 2019 Pukul 09.35 – 09.55 WIB 
8 yang mengutarakan bahwa momen penentuan Sidang haruslah pemerintah selaku 
penyelenggara harus dapat mengayomi atau mengakomodir peserta sidang Wawancara dengan 
Drs. Oman Fathurrahman SW., M.Ag sebagai Wakil Ketua Majelis Tarjih di kediaman beliau di 
kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta pada 
Sabtu, 4 Mei 2019 pukul 19.37 - 20.48 WIB 
9
 Wawancara dengan Drs. Oman Fathurrahman SW., M.Ag ... pada Sabtu, 4 Mei 2019 
pukul 19.37 - 20.48 WIB  
10
 T. Djamaluddin, “Sidang Iṡbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah 
Keragaman” dalam https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/07/11/sidang-Iṡbat-upaya-
pemerintah-memberi-kepastian-di-tengah-keragaman/ tertanggal 11 Juli 2012. Diakses pada 18-
10-2019 pukul 10:09 WIB 
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diseluruh Indonesia dibawah 2 derajat.
11
 Setelah itu dilanjutkan presentasi hasil 
rukyatul hilal, laporan dari BHRD yang melaksanakan rukyat. Pada saat itu ada 
laporan hilal yang terlihat di Cakung dan Jepara. Para hadirin diperkenankan 
memberi masukan, saat itu pihak Muhammadiyah meminta untuk mengabulkan 
rukyat di Cakung dan Jepara untuk dijadikan pertimbangan. Sementara itu yang 
lain berpendapat bahwa rukyat tersebut tidak bisa dipercaya.
12
 
Muhammadiyah merasa hasil pemikirannya diabaikan oleh Pemerintah 
(Kementerian Agama) seperti kasus penentapan Syawal 2011 maka secara resmi 
Muhammadiyah sepakat untuk tidak hadir dalam Sidang Iṡbat penentuan awal 
bulan yang digelar oleh Pemerintah. Pernyataan resmi sebagaimana disampaikan 
oleh Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah (2010 - 2015 M) secara 
tegas menyatakan Muhammadiyah tidak hadir dalam Sidang Iṡbat yang 
diselenggarakan Kementerian Agama dalam menentukan puasa dan hari raya. 
Muhammadiyah tetap menggunakan ilmu astronomi untuk menetapkan awal 
bulan.
13
 Alasan Muhammadiyah tidak hadir dalam Sidang Iṡbat tertuang dalam 
surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia. 
Pernyataan tersebut tertanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani Ketua 
Umum Din Syamsudin. Pernyataan resmi tersebut berisi: 
Pertama; pandangan Muhammadiyah terhadap pelaksanaan Sidang Iṡbat 
yakni sidang yang diselenggarakan Pemerintah mengarah pada penghakiman 
kelompok yang berbeda dengan keputusan mayoritas peserta sidang atau 
                                                             
11 Gambaran umum pelaksaan Sidang Iṡbat bisa diakses di media cetak manapun 
12




muhammadiyah-putuskan-tak-hadiri-sidang-Iṡbat diakses pada Jumat, 26/07/2019 
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pemerintah dan disiarkan secara langsung di beberapa media. Muhammadiyah 
merasa ada intimidasi dan penghakiman oleh beberapa peserta sidang. Pendirian 




Kedua; pelaksanaan Sidang Iṡbat sudah tidak membawa semangat persatuan 
sebagaimana tujuan awal pembentukan. Sistem yang di gunakan dalam Sidang 
Iṡbat nampaknya memihak kelompok tertentu. Praktisi yang berbeda tidak 
diakomodasi dengan baik bahkan disalahkan. Hal ini berarti Sidang Iṡbat telah 
mengabaikan pluralitas keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
 15
 
Ketiga, Muhammadiyah menyesalkan ada beberapa anggapan yang 
menyatakan bahwa kelompok yang berbeda dengan pemerintah termasuk dalam 
bentuk membangkang terhadap negara. Anggapan tersebut dapat memicu kepada 
kebencian dan dapat merusak pancasila yang menghormati keberagaman.
 16
 
  Keempat; berdasarkan masalah yang ada, pelaksanaan Sidang Iṡbat yang 
dapat menimbulkan kebencian serta perpecahan tersebut, Muhammadiyah 
akhirnya meminta Menteri Agama untuk menghapuskan Sidang Iṡbat. Penetapan 
hari raya dalam pandangan Muhammadiyah termasuk dalam ranah keyakinan dan 
ibadah, bukan urusan politik dan muamalah apalagi kebijakan politik yang 
membelenggu sikap dan sifat keagamaan.
 17
 
                                                             
14
 Lihat Muh Hadi Bashori, “Sidang Iṡbat dan Muhammadiyah”, opini harian pelita, Jakarta 
11 Juli 2012 bisa dilihat di http://pelitaonline.com/read-cetak/24999/sidang-Iṡbat-dan-
muhammadiyah/ pada Jumat 26 Juli 2019 
15
 Lihat Muh Hadi Bashori, “Sidang ... pada Jumat 26 Juli 2019 
16
 Lihat Muh Hadi Bashori, “Sidang ... pada Jumat 26 Juli 2019 
17
 Lihat Muh Hadi Bashori, “Sidang ... pada Jumat 26 Juli 2019 
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Oleh karena itu Muhammadiyah kemudian meminta izin hari libur nasional 
pada tanggal 30 Agustus 2011 M. Tetapi Pemerintah tidak mengabulkannya. Hal 
inilah yang membuat Muhammadiyah menyesal atas sikap pemerintah. Akhirnya 
secara resmi membuat surat pernyataan tidak hadir dalam Sidang Iṡbat. Selain 
alasan tersebut dalam Sidang Iṡbat yang dilaksanakan pada Senin, 30 Agustus 
2011. Muhammadiyah mendahului pemerintah dan mayoritas Sidang Iṡbat dalam 
menetapkan awal Syawal 1432 H. Saat berlangsungnya Sidang Iṡbat, berbagai 
celaan merusak harmonitas serta kesatuan umat. Pemerintah juga menolak 
memberikan dispensasi waktu libur Idul Fitri 1432 H bagi warga yang berlebaran 
mendahului pemerintah.
18
 Alasan lain juga ada pihak yang kurang mengapresiasi  
peserta sidang yang keputusannya berbeda dengan pemerintah dalam bentuk kritik 
terhadap kriteria wujudul hilal dan saat itu pertama kalinya sidang Iṡbat 
dipublikasikan di media. Hal ini tentu kurang etis jika dalam sidang Iṡbat bukan 
mencari solusi tetapi malah memecah belah persatuan. Maka dari itu demi 




Pemerintah dalam melaksanakan sidang Iṡbat mengupayakan, 
memfasilitasi, mendekatkan jalannya penetapan awal bulan dengan cara 
mendialogkan dengan peserta sidang Iṡbat dari berbagai kalangan ataupun Ormas 
Islam. Penyebab perbedaan dengan pemerintah yakni bisa merujuk pada UUD 
1945 yang menyatakan kebebasan dalam menjalankan syariat agama. Dengan 
demikian sampai saat ini keberhasilan pemerintah (kemenag dalam sidang Iṡbat) 
                                                             
18
 Muh. Hadi Bashori, Puasa Ramadan& Idul Fitri Ikut Siapa?, (Kalimantan Tengah: 
Aurora Press, 2014), cet I, hlm. 3 
19
 Wawancara dengan Bapak Oman Fathurrahman SW pada Sabtu, 4 Mei 2019 
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dalam menentukan awal bulan yakni sebatas mengupayakan, memberikan 
kepastian, atau saling memahami (toleran) apabila terjadi perbedaan dengan 
pemerintah.
20
 Hal ini juga selaras dengan pandangan Muhammadiyah terhadap 
Pemerintah dalam keberhasilan penyatuan. Penyatuan yang dimaksudkan cukup 
yang terpenting tasamuh, guyup rukun, saling menghargai mengingat sejak 
terbentuknya ormas-ormas Islam perbedaan sering terjadi. 
Penetapan awal Zulhijah berbeda penetapan dengan Ramadan dan Syawal. 
Data penetapan Zulhijah yang dihimpun oleh Kemenag RI dimulai dari tahun 
2000 M. Pada tahun sebelumnya (sebelum tahun 2000 M-pen) pemerintah 
menetapkan berada pada dua kemungkinan yakni pertama; mengikuti 
penanggalan Arab Saudi (menyesuaikan wukuf di Arafah). Kedua; Keputusan 
pemerintah berlandaskan pada almanak / kalender resmi yang telah ditetapkan. 
Maka, selama ini perbedaan Idul Adha dari dalam negeri (sebelum tahun 2000 M-
pen) hampir tidak ada.
21
 
Penjelasan kriteria wujūd al-hilāl yang mendapatkan kritik seperti yang 
terjadi pada sidang Iṡbat  penentuan awal Syawal 1432 H / 2011 M sesungguhnya 
sudah berbeda pandangan mengenai makna wujūd al-hilāl. Makna wujūd al-hilāl 
sendiri yakni ketika Matahari terbenam setelah terjadi ijtimak bulan belum 
terbenam. Sedangkan pihak yang mengkritik kriteria wujūd al-hilāl menggunakan 
perspektif kriteria visibilitas hilal. 
                                                             
20
 Wawancara dengan H. Ismail Fahmi, S. Ag .... pada Selasa 28 Mei 2019 Pukul 09.35 – 
09.55 WIB 
21
 T. Djamaluddin, Menggagas Fiqh Astronomi (Tela’ah Hisab-Rukyat dan Pencarian 
Solusi Perbedaan Hari Raya, (Jakarta: Kaki Langit, 2005) hlm. 24 
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Wujūd al-hilāl yang dipedomi Muhammadiyah yakni peristiwa terlewatinya 
Bulan oleh Matahari sebelum terbenamnya Matahari. Saat itu Bulan belum 
terbenam. Pemakaian hisab di kalangan Muhammadiyah juga karena berusaha 
untuk mengapresiasi ilmu pengetahuan dan memberikan kepastian dalam hal 
hisab rukyat.  Jadi apabila ada kritikan seperti yang terjadi pada sidang Iṡbat 
wujūd al-hilāl sebagai konsep pseudo sains. Statemen tersebut ada karena berbeda 
perspektif. Kriteria wujūd al-hilāl tidak ada kaitannya hilal terlihat atau tidak.
22
  
Dengan demikian, respon dalam konteks penetapan awal bulan antara 
Muhammadiyah terhadap sidang Iṡbat telah jelas bahwa sampai saat ini 
Muhammadiyah belum bisa menerima hasil dari sidang Iṡbat. Sikap 
Muhammadiyah yang belum menerima sidang Iṡbat penetapan awal bulan 
dikarenakan ketetapan-ketetapan pemerintah belumlah final dan masih ada 
beberapa kekurangan yang harus diperhatikan. Jikalau kriteria pemerintah 
dinaikkan maka kemungkinan terjadinya perbedaan akan lebih besar.
23
  
B. Analisis Komparatif Perbedaan Penetapan Muhammadiyah dan Pemerintah 
tahun 1997-2018 M 
Melihat data pada bab sebelumnya, Dinamika perbedaan penetapan awal 
Ramadan, Syawal, Zulhijah antara Muhammadiyah dan Pemerintah dalam kurun 
waktu sekitar 2 dekade terakhir ini antara lain: 
                                                             
22
 Wawancara dengan Oman Fathurrahman SW pada Sabtu, 4 Mei 2019 
23





 . lihat selengkapnya dalam Zainul Arifin, Ilmu Falak :Cara Menghitung dan 
Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qomariyah 
(Hisab Kontemporer), Yogyakarta: Lukita, Cetakan I, 2012, hlm 55-79 Alasan secara astronomis 
dan non astronomis akan dibahas pada sub bab selanjutnya. 
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1. Perbedaan Awal Ramadan 
Tabel 4.1 : Perbedaan awal Ramadan 1997 – 2018 
No Awal bulan menurut 
Maklumat 
Muhammadiyah 
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o
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 30’ sampai 1
o
 41’ 
3 Selasa, 9 Juli 2013 M
29






 56’ sampai 0
o
 38’ 
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 Lihat dalam Keputusan Menteri Agama sudah dicantumkan rata-rata ketinggian hilal 
25
 Tim Penerbit SM, “Maklumat Pimpunan Pusat Muhammadiyah”, Suara Muhammadiyah 
No. 22 Th ke-86 (Nopember, 16-31/2001/Ramadhan, 1422) hlm.3 
26
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 489 Tahun 2001 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Ramadhan 1422 H / 2001 M, Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al 
Munawar, MA 
27
 Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah 1433 
Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 25 Rajab 1433 H / 15 Juni 2012 M 
28
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Ramadlan 1433 H / 2012 M, Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharma Ali 
29
 Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah 1434 
Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 13 Rajab 1434 H / 23 Mei 2013 M 
30
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 132 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Ramadan 1434 H Tahun 2013 M, Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharma Ali 
31
 Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1435 Hijriyah 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 09 Rajab 1435 H / 08 Mei 2014 M 
32
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Ramad/an 1435 H Tahun 2014 M, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin 
95 
 
2. Perbedaan Awal Syawal 
Tabel: 4.2 : Perbedaan Penetapan awal Syawal 1997 – 2018 
No Awal bulan menurut 
Maklumat 
Muhammadiyah 
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33
 Lihat dalam Keputusan Menteri Agama sudah dicantumkan rata-rata ketinggian hilal 
34
 Surat penegasan tentang 1 Syawal 1418 H Pada Tanggal 29 Januari 1998 no. 
1.A/5/b/1354/1997 tanggal 21 Januari 1997 M, selengkapnya lihat lampiran  
35
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 1998 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Syawal 1418 H / 1998 M, Menteri Agama Republik Indonesia Dr. H Tarmizi Taher 
36
 Tim Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, “Hasil Hisab untuk 1 Ramadhan, 
1 Syawwal dan 1 Dzulhijjah 1423 H Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam”, 
(Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah) lihat lampiran. 
37
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 471 Tahun 2002 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Syawal 1423 H / 2002 M, Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al 
Munawar, MA 
38
 Maklumat nomor 12/MLM/I.0/E/2006 lihat Tim Penerbit, Berita Resmi Muhammadiyah 
No. 03 Tahun 2006 Sya’ban 1427 H / September 2006 M, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah, 2006) hlm. 57-41 
39
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 647 Tahun 2006 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Syawal 1427 H / 2006 M, Menteri Agama Republik Indonesia Muhammad M. Basyuni 
40
 Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, “Hasil Hisab Majels Tarjih dan 
Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah”, (Yogyakarta: Majelis Tarjih 
dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah) lihat lampiran. 
41
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 109 Tahun 2007 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Syawal 1428 H / 2007 M, Menteri Agama Republik Indonesia Muhammad M. Basyuni 
42
 Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah 1432 
Hijriyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 25 Rajab 1432 H / 27 Juni 2011 M 
43
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 148 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Syawal 1432 H / 2011 M, Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharma Ali 
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3. Perbedaan Awal Zulhijah 
Tabel 4.3 : Perbedaan Penetapan awal Zulhijah 1997 – 2018 
No Awal bulan menurut 
Maklumat 
Muhammadiyah 
















 30’ sampai 1
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o
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Dari hasil data penetapan diatas bahwa dalam kurun waktu 2 dekade ini 
Pemerintah dan Muhammadiyah menunjukan telah terjadi perbedaan penetapan 
                                                             
44
 Lihat dalam Keputusan Menteri Agama sudah dicantumkan rata-rata ketinggian hilal 
45
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 489 Tahun 2001 Tentang Penetapan Idul Adha 10 
Dzulhijjah 1422 H / 2003 M, Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al 
Munawar, MA 
46
 Tim Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, “Hasil Hisab untuk 1 Ramadhan, 
1 Syawwal dan 1 Dzulhijjah 1423 H Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam”, 
(Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah) lihat lampiran. 
47
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 150 Tahun 2010 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Dzulhijjah 1431 H / 2010 M, a.n Menteri Agama Republik Indonesia Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA 
48
 Lihat maklumat Penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawwal, 1 Dzulhijjah 1431 Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Pada Tanggal 04 Sya’ban 1431 H / 16 Juli 2010 M 
49
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 158 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Zulhijjah 1435 H Tahun 2014 M, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar 
50
 Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1435 Hijriyah 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 09 Rajab 1435 H / 08 Mei 2014 M 
51
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 279 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tanggal 1 
Zulhijjah 1436 H, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin 
52
 Lihat maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1436 Hijriyah 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanggal 09 Rajab 1436 H / 28 April 2015 M 
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awal bulan. Data tersebut dapat teramati bahwa perbedaan sering kali terjadi pada 









di atasnya kemungkinan kecil terjadi perbedaan. Jika tinggi hilal minus di bawah 
ufuk atau ketinggian melebihi 3
o
 tidak terjadi perbedaan. 
Secara metodologis dalam penetapan Pemerintah menggunakan kriteria 





atau umur Bulan telah mencapai 8 jam.
53
 Sedangkan Muhammadiyah 
menggunakan kriteria wujud al-hilal tanpa memperhatikan visibilitas hilal yakni 
hilal pada saat magrib telah diatas ufuk, telah terjadi ijtima’ dan ijtima’ sebelum 
matahari terbenam.
 54
 Dengan demikian secara penentuan telah terjadi selisih 
sebesar 2
o
. Pemerintah menganut ketinggian 2
o
 sedangkan Muhammadiyah 0
o
. 
Setelah Melihat data perbedaan antara Muhammadiyah dan Pemerintah di 
atas serta merujuk pada literatur lain, menurut penulis ada beberapa faktor yang 
menyebabkan perbedaan dan persamaan dalam menetapkan awal bulan kamariah. 
Penulis membagi menjadi 2 Faktor yakni faktor astronomis dan faktor non 
astronomis. Berikut beberapa faktor dalam mengawali bulan kamariah:  
1. Faktor astronomis 
Faktor astronomis yakni faktor perbedaan penetapan yang terjadi karena 
dari perbedaan sisi metode yang digunakan. Faktor astronomis meliputi:  
 
a. Kriteria Penetapan Awal Bulan 
                                                             
53
 Lihat hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam 
MABIMS ke-9 di Singapura, 19-20 Mei 1998 
54
 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, 
Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, Cet. Kedua, hal. 78. 
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Seperti penjelasan di atas bahwa pemerintah dalam mengawali 
awal bulan menggunakan kriteria imkan ar-rukyah MABIMS yang 
merupakan sebuah perpaduan antara Hisab dan Rukyat. Namun 
kenyataannya, hisab yang digunakan Pemerintah baru terlihat untuk 
menentukan posisi ketinggian hilal atau hanya dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan rukyat.
55
 Selain dijadikan pedoman, hasil hisab juga 
digunakan untuk menolak laporan rukyat yang tidak memenuhi standar 
imkan ar-rukyah MABIMS. Seperti kasus penolakan laporan hilal cakung 
pada penetapan Syawal 1418, juga penolakan laporan hilāl pada tahun-
tahun setelahnya yakni 2012 dan 2013. 
Berbeda dengan kriteria wujūd al-hilāl yang menggunakan hisab 
murni tanpa mempertimbangkan kenampakan hilal. Pertimbangan 
Muhammadiyah sampai saat ini belum menerima kriteria imkan ar-
rukyah yakni karena memang kriteria yang dipedomani Muhammadiyah 
telah melalui proses pemantapan dan pertimbangan yang panjang. Selain 
alasan tersebut kriteria imkan ar-rukyat yang saat ini dipakai pemerintah 
sebenarnya tidak bisa dijadikan kriteria minimal. Kenyataannya bisa saja 
ketinggian hilal mencapai 10
o
 tetapi apabila hilāl cuaca buruk atau polusi 
maka hilal tidak dapat dilihat.
56
 Atau bisa dikatakan kriteria imkan ar-
rukyah yang digunakan pemerintah belum mencapai kriteria yang final. 
Kriteria tersebut sewaktu-waktu dapat berubah dengan adanya penelitian 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Oman Fathurrahman pada Sabtu, 4 Mei 2019 
56
 Hasil wawancara dengan Bapak Oman Fathurrahman pada Sabtu, 4 Mei 2019 
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ataupun hasil observasi. Begitupun juga Muhammadiyah masih ada 
peluang mengubah kriteria wujūd al-hilāl yang merupakan hasil ijtihad. 
Adanya kebutuhan umat islam akan kepastian waktu dan 
kemudahan dalam beribadah serta dukungan dalil-dalil merupakan 
pertimbangan Muhammadiyah dalam penggunaan hisab. Penggagas 
wujūd al-hilāl (R.M Wardan Diponingrat) telah lama menyebutkan 
sistem hisab ini dalam bukunya Hisab Urfi dan Hakiki.
57
 Kriteria ini 
telah digunakan sejak tahun 1938 yang kemudian dikembangkan oleh 
Sa’adoeddin Djambek.  
Dengan demikian faktor penyebab perbedaan dan persamaan 
terletak pada perbedaan kriteria dan hasil rukyat. Pemerintah 
menggunakan visibilitas hilal sedangkan Muhammadiyah hisab ijtima’ 
qobla al-ghurub. Namun sejauh ini dengan melihat data perbedaan yang 
ada dalam bab sebelumnya, perbedaan tersebut disebabkan oleh kriteria 
yang digunakan. 
b. Segi Markaz dan Pemberlakuan Mathla’ 
Markaz secara bahasa artinya tempat yang dihitung dari ketinggian 
permukaan laut atau dari daerah sekitarnya.
58
 Sedangkan Mathla’ yakni 
tempat terbitnya benda langit. Istilah falak menyebutkan matlha’ sebagai 
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Markaz yang digunakan Pemerintah yakni tempat rukyat yang telah 
disebar seluruh Indonesia. Pemberlakuan Mathla’ yang digunakan 
Pemerintah hingga saat ini ialah hasil rukyat di wilayah Indonesia 
berlaku untuk seluruh Indonesia. Hal ini berarti laporan rukyat 
dimanapun terdapat keberhasilan rukyat di salah satu lokasi dapat 
diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian 
berdasarkan adanya laporan keberhasilan rukyah dari salah satu lokasi 
maka pemerintah dapat menetapkan Iṡbat awal bulan yang diberlakukan 
untuk seluruh wilayah Indonesia. Sampai saat ini Pemerintah konsisten 
dengan pemberlakuan mathla` wilayah al-hukmi.
60
 
Penetapan yang menyebabkan terjadinya penetapan antara 
Muhammadiyah dan Pemerintah sampai saat ini belum ada. Penulis akan 
menguraikan pengaplikasian markaz dan mathla’ dalam penetapan 
Muhammadiyah yakni saat wujūd al-hilāl membelah Indonesia menjadi 2 
bagian. Seperti yang terjadi pada tahun Syawal 2006 dan Idul Adha 2015. 
Muhammadiyah memberlakukan mathla` wilayah al-hukmi sesuai 
dengan keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah tahun 2000.
61
 
Selanjutnya keputusan tersebut diperjelas dalam Munas berikutnya yakni 
Munas Tarjih XXVI Muhamadiyah tahun 2003. Isi penegasan tersebut 
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Pada awal Syawal 1427 garis batas wujūd al-hilāl membelah 
Indonesia menjadi dua. Indonesia bagian Timur utara hilalnya masih 
dibawah ufuk. Sedangkan bagian Barat selatan hilal sudah wujud. Untuk 
ketetapan awal Syawal apakah mengikuti daerah yang belum wujud atau 
sebaliknya maka hasil hisab Majelis Tarjih ketetapan awal syawal 
diserahkan ke PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah mengintruksikan 
bahwa Idul Fitri 1427 ḥilal telah wujūd. Memahami kasus tersebut 
Pimpinan pusat juga memberikan kelonggaran mengamalkan Idul Fitri 




Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebenarnya juga sudah 
mempertimbangkan puasa di daerah yang masih minus. Pertimbangan 
tersebut dengan melihat jumlah hari puasa di daerah yang hilāl-nya 
belum wujud sudah 29 hari apabila ditetapkan seluruh Indonesia 
mengikuti daerah yang sudah wujud. Begitupun sebaliknya, melihat 
jumlah hari puasa di daerah yang hilalnya sudah wujud mencapai 30 hari 
apabila ditetapkan seluruh Indonesia mengikuti daerah yang belum 
wujud. Jika sekiranya jumlah puasa tidak kurang dari 29 hari dan tidak 
melebihi 30 hari sesuai hadis nabi.
64
 
                                                             
62
 Munas Tarjih ke XXVI pada tanggal 1 – 5 Oktober 2003 bertempat di Padang, Sumatera 
Barat.  
63
 Surat ketetapan awal Syawal 1427 H 
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Merujuk pada kasus tersebut, penulis berpendapat bahwa 
perbedaan penetapan bisa bermuara pada konsep mathla’ apabila dasar 
mathla’ yang digunakan berbeda. Sampai saat ini antara Pemerintah dan 
Muhammadiyah tetap menggunakan satu mathla’ dimana mathla’ yang 
digunakan sama-sama berbasis mathla’ fi wilayah al-hukmi. Bedanya 
hanya pada markaznya saja. Pemerintah menggunakan laporan hilal 
dimanapun akan diaplikasikan untuk seluruh Indonesia. Sedangkan 
Muhammadiyah menggunakan markaz Yogyakarta.
65
 
c. Faktor keyakinan dan ketaatan terhadap pimpinan pusat 
Pimpinan pusat bisa dikatakan orang yang memiliki wewenang 
atau otoritas untuk memutuskan suatu perkara dan persoalan 
kemasyarakatan. Dalam hal ini kaum Muslimin bisa memilih apakah 
harus mengikuti ketetapan pemerintah atau ormasnya (NU dengan 
Ikhbarnya Muhammadiyah dengan Maklumatnya). 
Persoalan Ibadah merupakan persoalan individual dan keyakinan. 
Maka dari itu persoalan kepercayaan harusnya diserahkan ke masing-
masing bukan saling memaksa. Pemerintah (Kemenag-red) saat ini 
apabila keputusannya harus diikuti maka dalam persoalan lain harusnya 
bertanggung jawab tidak hanya masalah 1 Syawal. Dengan kata lain 
Pemerintah cukup mengurusi umat beragama, bukan masalah agamanya. 
Perlu diketahui ormas Islam lebih dahulu berkeyakinan menggunakan 
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kriteria masing-masing. Lebih mudahnya sebelum diatur oleh Depag 
(Kemenag-red) setiap Ormas mengeluarkan penetapannya sendiri. Maka 




2. Faktor non astronomis 
Faktor non astronomis adalah faktor yang mempengaruhi perbedaan 
penetapan yang bukan dari metode, sistem, praktik atau perhitungan, tetapi 
faktor di luar itu yang saling berkaitan antara astronomis dan non astronomis. 
Keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Faktor non 
astronomis meliputi : 
a. Konsep Penyatuan 
Usaha pemberlakuan kriteria baru dengan mengubah konsep imkan 
ar-rukyah ataupun wujūd al-hilāl sudah banyak dilakukan. Misalnya 
gagasan penyatuan imkan ar-rukyah dan wujūd al-hilāl oleh Slamet 
Hambali melalui Seminar Internasional.
67
 Beliau mempunyai pandangan 
bahwa dengan diberlakukan kriteria Imkan ar-rukyah daerah barat dan 





awal bulan bisa disamakan.
68
 Lebih mudahnya bisa dikatakan apabila 
bagian timur Indonesia hilal sudah wujud. Maka disebalah barat 
Indonesia hilal bisa dimungkinkan telah imkan. 
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Sampai saat ini banyak metode upaya penyatuan yang digalakan 
pemerintah dengan mendatangi majelis Tarjih ataupun dalam seminar 
diskusi yang diselenggarakan tim BHR. Akan tetapi nampaknya kriteria 
yang ditawarkan pemerintah belum bisa diterima. Alasan yang melatar 
belakangi Muhammadiyah sendiri yakni banyak dari ormas lain 
sebenarnya tidak mengikuti keputusan pemerintah. Hanya saja karena 
Ormas lain sistem keputusannya sama dengan pemerintah maka tidak 
terjadi perbedaan dan bisa dianggap sama dengan pemerintah. 
Faktor lain yang dirasakan dalam upaya penyatuan yakni 
pemerintah dirasa hanya menggiring untuk menggunakan kriteria rukyat. 
Karena pemerintah hanya menyampaikan Muhammadiyah untuk 
menggunakan wujūd al-hilāl berbasis imkan ar-rukyat 2
o
 ataupun 
mengganti markaz perhitungan awal bulan ke daerah timur Indonesia. 
Harusnya pemerintah juga menawarkan kriteria yang baru yang sudah 
berlandaskan pada penelitian dan bukti-bukti empiris untuk konsep 
penyatuan. Dan ditawarkan ke seluruh ormas Islam selain 
Muhammadiyah untuk menyepakati dan mengikuti konsep yang 
ditawarkan pemerintah.
69
 Tentu hal ini sulit untuk dilakukan karena 
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah kriteria masing-
masing Ormas Islam (contoh Muhammadiyah dan NU) karena setiap 
ormas mempunyai keyakinan yang sudah dibangun sejak lama. 
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Dalam literatur yang ada atau hasil wawancara, Muhammadiyah 
lebih tertarik terhadap upaya penyatuan mencakup penyatuan kalender 
hijriyah internasional. Maksudnya seperti kalender masehi yang telah 
mapan diberlakukan. Dengan demikian antara negara Islam Indonesia 
dengan yang lain bisa sama. 
Permasalahan lain yakni Muhammadiyah juga merasa konsep 
wujūd al-hilāl sudah jelas hasil ijtihad bersama dan telah diresmikan 
dalam Munas Tarjih XXVI hasil ijtihad Muhammadiyah tentang kriteria 
wujūd al-hilāl bisa saja dirubah apabila telah dilakukan kajian mendalam. 
Namun hal ini tidak serta merta berubah. Karena wujūd al-hilāl 
merupakan produk kesepakatan pada Munas. Maka apabila ada 
perubahan harus semuanya dikembalikan ke munas.
70
  
b. Nuansa Politis 
Kasus penetapan Zulhijah tahun 2000 M. Pemerintah menetapkan 
10 Zulhijah 1420 H bertepatan dengan hari Selasa 7 Maret 2000 M. 
Penetapan ini sama dengan penetapan Muhammadiyah. Pada saat itu 
hilal telah masuk kriteria imkan ar-rukyat. Atas dasar hisab inilah 
Pemerintah menetapkan awal Zulhijjah pada Selasa 7 Maret 2000 M.
 71
 
Apabila melihat kebiasaan penetapan pemerintah, tentunya akan 
menetapkan dengan pertimbangan rukyat. Contoh penerimaan laporan 
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hilal pada ketinggian minimal (0
o
 20’ - 2
o
 20’) juga pernah terjadi pada 
penetapan 1422 H. Pemerintah menatapkan awal Zulhijah pada Selasa, 
12 Februari 2002 M. Tentu hal ini oleh pakar astronomi murni yakni 
Thomas Djamaluddin kurang sependapat dengan penetapan tersebut 
seperti kasus penetapan Idul Adha tahun sebelumnya (1421).
72
 
Contoh kasus lain yakni penolakan laporan hilal Cakung dan Jepara 
pada penetapan Syawal 1432 H dan kasus penolakan rukyat Cakung 
Ramadan 1433 H. Hasil hisab menunjukan posisi hilal masih di bawah 2 
derajat. Menurut kriteria visibilitas hilal tidak mungkin dapat dilihat hilal 
dengan ketinggian 2 derajat. Jika melihat pengaplikasian ketetapan 
sidang Iṡbat pada kasus-kasus sebelumnya. Muhammadiyah 
menyarankan agar menerima rukyat. Sedangkan yang lain meminta 
menolaknya karena belum masuk kriteria Imkan ar-rukyat.
73
 
Melihat Fenomena di atas bahwa kasus yang demikian dapat 
menimbulkan interpretasi bahwa dalam penetapan awal bulan ada syarat 
muatan politis didalam pengambilan putusan sidang Iṡbat.
74
 Sampai saat 
ini jikalau ditinjau dari sisi objektivitas, pemerintah masih 
mengedepankan kemaslahatan politik. Bisa ditinjau dari dasar penetapan 
awal Ramadan, Syawal, Zulhijah yang masih melihat siapa menteri 
agamanya. Jika Menteri Agamanya Muhammadiyah maka dasar yang 
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dipakai hisab. Sedangkan jika Menteri Agamanya NU maka dasarnya 
rukyah.
75
 Hal inilah kajian politik penentuan awal bulan perlu dilakukan. 
Sedangkan Faktor-faktor yang menyebabkan persamaan dalam penetapan 
awal bulan kamariah antara Muhammadiyah dengan Pemerintah meliputi: 
a. Hasil Rukyah al-hilāl 
Usaha pemerintah dalam melaksanakan rukyah al-hilāl bisa 
dikatakan sudah semaksimal mungkin. beberapa alat observasi seperti 
teleskop baik yang manual maupun robotik, theodolit. Dalam 




Untuk meningkatkan keberhasilan rukyat. Pemerintah biasanya 
menginstruksikan kepada BHR untuk melaksanakan rukyat di beberapa 
POB yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai saat ini BHR 
melaksanakan rukyah al-hilāl di 97 titik pengamatan.
77
 Keberhasilan 
rukyatpun bisa dikatakan maksimal karena sampai saat ini apabila 
ketinggian hilal rata-rata diseluruh Indonesia mencapai 2
o
 maka 
pemerintah berhasil melihat hilal. 
Apabila pemerintah berhasil melihat hilal awal bulan. Maka bisa 
dipastikan penetapan Pemerintah dengan Muhammadiyah akan memulai 
awal bulan pada hari yang sama. 
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b. Posisi hilal dibawah ufuk 
Syariah telah menjelaskan cara menetapkan bahwa untuk 
mengawali dan mengakhiri ibadah puasa yakni dengan rukyat atau 
istikmāl sesuai petunjuk Nabi Saw dalam hadis. Dengan demikian 
kewajiban puasa harus dihentikan apabila telah melihat hilal, bukan 
karena adanya hilal. Apabila rukyat tidak berhasil maka tidak ada jalan 
lain dan harus menetapkan dengan istikmāl atau menggenapkan jumlah 
hari dalam satu bulan menjadi 30 hari.
78
 
Posisi hilal secara perhitungan (hisab) pada tanggal 29 bulan 
kamariah di bawah ufuk, baik Pemerintah maupun Muhammadiyah akan 
melakukan istikmāl karena hilal belum wujud atau tidak mungkin untuk 
dilihat. Apabila ada yang melaporkan telah melihat hilal tentu laporan 
tersebut akan ditolak oleh pemerintah. Dengan demikian bulan akan 
digenapkan menjadi 30 hari, bulan baru ditetapkan pada keesokan 
malam dan lusa harinya.
79
. 
Dinamika penetapan antara Muhammadiyah dan Pemerintah memang masih 
akan berkepanjangan mengingat kriteria yang ditawarkan belum bisa diterima 
oleh Muhammadiyah. Namun perlu diketahui bahwa penyatuan perbedaan tidak 
harus terfokus pada masalah kriteria maupun politik. Tetapi keamanan, 
kenyamanan, toleransi antar umat beragamalah yang perlu dilestarikan. Jangan 
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sampai kasus tudingan, fitnah, suasana mencekam terjadi antar masyarakat 





Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka 
penulis dapat mengambil beberapa poin sebagai simpulan diantaranya yakni: 
1. Pandangan Muhammadiyah terhadap Sidang Iṡbat yang diselenggarakan oleh 
Kemenetrian Agama RI yakni Sidang Iṡbat merupakan momen untuk 
berdiskusi menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah antara lain: 
a. Pelaksanaan dalam Sidang Iṡbat harusnya mengakomodir dan 
mengayomi karena tujuan diadakan Sidang Iṡbat untuk mengambil 
kesepakatan peserta sidang. Dalam pelaksanaan Sidang Iṡbat juga harus 
mengutamakan toleransi, persatuan, dan kesatuan. Apabila dalam 
pelaksanaan Sidang Iṡbat terjadi perbedaan pendapat, maka menteri 
agama perlu mengayomi perbedaan pendapat tersebut. 
b. Alasan Muhammadiyah tidak menghadiri Sidang Iṡbat penatapan awal 
bulan kamariah seperti Sidang Iṡbat yang diselenggarakan pada tahun 
2012 – 2014 yakni pelaksanaan Sidang Iṡbat pada awal Syawal 2011 
pemerintah kurang mengayomi peserta yang berbeda pendapat dengan 
pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan Sidang Iṡbat ada peserta yang 
terkesan kurang mengapresiasi, menuding, dan menyatakan bahwa 
perbedaan penetapan bermuara pada Muhammadiyah yang menggunakan 
konsep wujūd al-hilāl. Pada saat itu Sidang Iṡbat juga disiarkan secara 
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live oleh beberapa media yang apabila disaksikan oleh masyarakat awam 
bisa merusak ukuwah semangat persatuan. Maka dari itu, 
Muhammadiyah menyatakan dalam surat resmi untuk tidak menghadiri 
Sidang Iṡbat penetapan awal bulan. 
c. Kriteria Imkan ar-rukyat yang ditawarkan oleh permerintah belum bisa 
diterima oleh Muhammadiyah karena imkan ar-rukyat belum menjadi 
kriteria yang final. Kriteria tersebut sewaktu-waktu dapat mengalami 
perubahan seiring dengan hasil penelitian. 
2. Dinamika yang terjadi dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, 
Zulhijah antara Muhammadiyah dengan Pemerintah dari tahun 1997-2018 
telah terjadi perbedaan sebanyak 13 kali yaitu 4 kali perbedaan awal 
Ramadan, 5 kali awal Syawal, dan 4 kali hari raya Idul Adha. Perbedaan 
tersebut disebabkan adanya beberapa faktor astronomis dan non astronomis. 
Faktor-faktor tersebut meliputi: 
a. Faktor astronomis seperti: perbedaan kriteria, pemberlakuan mathla’, 
faktor keyakinan dan ketaatan terhadap pimpinan 
b. Sedangkan faktor non astronomis meliputi: Konsep penyatuan, Nuansa 
politis. Faktor ini tidak bisa dipisahkan dengan faktor di atas. 
Sedangkan faktor yang menyebabkan persamaan penetapan awal bulan 
meliputi: keberhasilan rukyat al-hilal, bulan masih di bawah ufuk. 
B. Saran-Saran 
1. Sebaiknya dalam pelaksanaan Sidang Iṡbat pemerintah perlu memperhatikan 
peserta yang berbeda dengan pemerintah. Menteri Agama juga perlu 
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mengayomi seluruh peserta Sidang Iṡbat sehingga tidak terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan seperti memojokkan peserta yang lain, mengecam yang 
akhirnya bisa merusak persatuan yang sudah lama dibangun. 
2. Saran penyatuan dari pihak Pemerintah maupun Muhammadiyah perlu 
didialogkan dan jangan sampai kriteria yang ditawarkan condong ke salah 
satu pihak saja. Selain itu ego atau keyakinan Muhammadiyah dan 
Pemerintah dalam mempertahankan kriteria yang digunakan perlu 
ditinggalkan. Tentunya apabila ego atau keyakinan ini dapat dihilangkan. 
Maka keseragaman dalam pelaksanaan waktu ibadah dapat tercapai. 
3. Pengupayaan satu kriteria memang perlu dicanangkan. Tidak hanya pihak 
Muhammadiyah saja, tetapi ormas lain harusnya lebih terbuka untuk 
menerapkan atau memperbaharui kriteria masing-masing. Pemerintah perlu 
mengupayakan, memfasilitasi, mersepon apabila setiap ormas mulai 
mengsungkan upaya penyatuan. 
C. Penutup 
Penulis mengucapkan syukur (Alḥamdulillāh) kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah memberikan konstribusi terhadap skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat 
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